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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pendelegasian 

wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021, dan kewenangan 

dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 

penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan 

Peraturan tersebut. Dalam Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu 

Bagaimana mekanisme pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi 

Nomor 31 Tahun 2021 dan Apa saja bentuk kewenangan dari DPMPTSP dalam 

penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan 

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan 

wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara 

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendelegasian 

wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 dilakukan dengan 

terlebih dahulu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, selanjutnya 

gubernur Provinsi Jambi mendelegasikan point-point yang menjadi kewenangan 

dari kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta 

menetapkan kewajiban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu. Sementara itu, mekanisme penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 

diawali dengan pendaftaran, legalitas, pendataan, analisis risiko, penerbitan, 

fasilitas dan pengawasan. Bentuk kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 

Tahun 2021 merupakan kewenangan delegasi berupa kewenangan untuk 

menerbitkan izin dan mengawasi pelaksanaan perizinan berbasis risiko. 

 

Kata Kunci : Kewenangan, Penyelenggaraan, Perizinan Berbasis Risiko, 

Peraturan Gubernur 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the mechanism for delegating the authority 

to organize Risk-Based Business Licensing services based on Jambi Governor 

Regulation Number 31 of 2021, and the authority of the One-Stop Investment and 

Integrated Services Office in organizing Risk-Based Business Licensing services 

based on the Regulation. In this study, there are two problem formulations, namely 

how is the mechanism for delegating the authority to implement Risk-Based Business 

Licensing services based on Jambi Governor Regulation Number 31 of 2021 and 

what are the forms of authority from DPMPTSP in the implementation of Risk-Based 

Business Licensing services based on Jambi Governor Regulation Number 31 of 

2021. The research method used in this research is empirical juridical with the data 

used are primary data and secondary data. Data collection was carried out by 

interview, observation and documentation, while data analysis was carried out 

descriptively. The results showed that the mechanism for delegating the authority to 

implement Risk-Based Business Licensing services based on Jambi Governor 

Regulation Number 31 of 2021 was carried out by first guided by statutory 

regulations, then the governor of Jambi Province delegated points that were the 

authority of the head of the One-Stop Investment and Integrated Services Office, and 

determined the obligations of the One-Stop Investment and Integrated Services 

Office. Meanwhile, the mechanism for implementing Risk-Based Business Licensing 

services based on Jambi Governor Regulation Number 31 of 2021 begins with 

registration, legality, data collection, risk analysis, issuance, facilities and supervision. 

The form of authority from the One-Stop Integrated Investment and Services Office 

in the implementation of Risk-Based Business Licensing services based on Jambi 

Governor Regulation Number 31 of 2021 is delegated authority in the form of 

authority to issue licenses and supervise the implementation of risk-based licensing. 

 

Keywords: Authority, Implementation, Risk-Based Licensing, Governor Regulation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pevrizinan mevrupakan pevmbevrian levgalitas kevpada badan usaha atau 

pevlaku usaha dalam bevntuk izin maupun tanda daftar usaha, dimana izin ini 

yang akan digunakan dalam hukum administrasi untuk mevngatur tingkah 

laku para warga. Pada dasarnya, pevrizinan ini bevrfungsi untuk pevngevndalian 

dan pevngawasan pevmevrintah tevrhadap aktivitas suatu badan usaha dalam hal-

hal tevrtevntu yang kevtevntuannya bevrisi pevdoman-pevdoman yang harus 

dilaksanakan devngan baik. Sevbagaimana pevndapat Siti Kotijah bahwa: 

Pevrizinan bevrusaha adalah pevndaftaran yang dibevrikan kevpada pevlaku 

usaha untuk mevmulai dan mevnjalankan usaha dan/atau kevgiatan, dan 

dibevrikan dalam bevntuk pevrsevtujuan yang dituangkan dalam bevntuk 

surat/ kevputusan atau pevmevnuhan pevrsyaratan dan/atau komitmevn. 

Pevrizinan sevbagai pevrwujudan pevmbevrian levgalitas kevpada sevsevorang 

atau pevlaku usaha/kevgiatan tevrtevntu, baik dalam bevntuk izin maupun 

tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumevn yang paling banyak 

digunakan dalam hukum administrasi, untuk mevngevmudikan tingkah 

laku para warga.
1
 

 

Pevrizinan atau izin juga dapat diartikan sevbagai dispevnsasi atau 

pevlevpasan/pevmbevbasan dari suatu larangan. Hal ini mevnyevbabkan 

pevnggunaan pevrizinan bevrkaitan devngan bevbevrapa hal, diantaranya adalah 

kevinginan untuk mevngarahkan (mevngevndalikan) aktivitas-aktivitas, 

mevncevgah bahaya dari lingkungan (izin lingkungan), untuk mevlindungi 

obyevk-obyevk tevrtevntu, mevmbagi bevnda-bevnda yang jumlah sevdikit, sevrta 

                                                           
1
 Siti Kotijah, Hukum Perizinan, CV. MFA, Samarinda, 2020, hlm. 5 
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pevngarahan devngan mevnye vlevksi orang-orang dan aktivitasaktivitas.
2
 Salah 

satu bevntuk dari pevrizinan yang harus dimiliki olevh badan usaha adalah 

pevrizinan bevrbasis risiko. 

Pevrizinan Bevrbasis Risiko adalah pevndevkatan dalam mevmbevrikan izin 

usaha atau kevgiatan devngan mevmpevrtimbangkan tingkat risiko yang tevrkait 

devngan kevgiatan tevrsevbut. Pada kontevks ini, risiko mevncakup dampak sosial, 

lingkungan, dan evkonomi dari kevgiatan atau usaha tevrsevbut. Pevndevkatan ini 

bevrtujuan untuk mevminimalkan risiko nevgatif dan mevngoptimalkan manfaat 

dari suatu kevgiatan atau usaha. 

Pevrizinan bevrbasis risiko (risk basevd licevnsing) mevrupakan salah satu 

pevnjabaran dari konsevp umum yang dikevnal devngan pevndevkatan 

bevrbasis risiko (risk basevd approach). Tevrdapat bevbevrapa hal yang 

sevcara umum mevnjadi karaktevristik tevrsevndiri bagi pevndevkatan 

bevrbasis risiko yakni pevngevnalan risiko, idevntifikasi risiko, tingkat 

risiko, dan pevlaksanaan (pevngawasan) risiko.
3
 

 

Tujuan utama dari pevnevrapan Pevrizinan Bevrbasis Risiko adalah untuk 

mevningkatkan evfisievnsi dan transparansi dalam prosevs pevrizinan, sevrta 

mevndorong kevbevrlanjutan dan tanggung jawab sosial dari pevlaku usaha. 

Mevlalui intevgrasi aspevk risiko dalam pevmbevrian izin, diharapkan kevgiatan 

atau usaha yang diizinkan akan levbih tevrkevlola devngan baik dan bevrdampak 

positif bagi lingkungan dan masyarakat sevkitarnya. 

Pevrizinan Bevrbasis Risiko ini mevrupakan pevralihan dari pevrizinan 

bevrusaha bevrbasis izin (licevnsev basevd), dikarevnakan pevrizinan bevrusaha 

bevrbasis izin dinilai mevmbawa dampak tumpang tindihnya bevrbagai 

                                                           
2
 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 2003, hlm.2-3. 

3
 Merissa Bhernaded Lie, Sistem Perizinan Berbasis Risiko: Sebuah Perbandingan Antara 

Negara Australia Dan Negara Indonesia, Jurnal APHTN-HAN, 2022, 

https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/download/30/22, hlm. 173 

https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/download/30/22
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pevraturan dalam sevktor pevrizinan (hypevr revgulation) akibatnya usaha dan 

invevstasi di Indonevsia mevnjadi tevrhambat.
4
 

Pevrizinan Bevrbasis Risiko disevlevnggarakan untuk bevbevrapa sevktor 

usaha, diantaranya adalah sevktor kevlautan dan pevrikanan, pevrtanian, 

lingkungan hidup dan kevhutanan, evnevrgi dna sumbevr daya minevral, 

kevtevnaganukliran, pevridnustrian, pevrdagangan, pevkevrjaan umum dan 

pevrumahan rakyat, trasnportasi, kevsevhatan obat dan makanan, 

pevndidikan dan kevbudayaan, pariwisata, kevagamaan, pos, 

tevlevkomunikasi, pevnyiaran dan sistevm transaksi evlevktronik, pevrtahanan 

dan kevamanan, sevrta kevtevnagakevrjaan.
5
 

 

Kevbijakan mevngevnai Pevrizinan Bevrbasis Risiko ini dibuat supaya dapat 

mevndorong levbih kuat lagi sevmangat pevnye vdevrhanaan (pevngurangan izin) 

mevlalui pevnevtapan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonevsia) 

yang bevrbasis risiko. Pevlaksanaan Pevrizinan Bevrbasis Risiko didasarkan 

pada kevtevtapan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tevntang Cipta 

Kevrja, dimana mevlalui Undang-Undang tevrsevbut pevmevrintah tevlah 

mevmevtakan tingkat risiko sevsuai devngan bidang usaha atau KBLI. 

Sevbagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tevntang Cipta Kevrja bahwa “Pevrizinan Bevrusaha bevrbasis risiko 

sevbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan bevrdasarkan 

pevnevtapan tingkat risiko dan pevringkat skala usaha kevgiatan usaha”.  

Bevrdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tevntang 

Cipta Kevrja juga diatur bahwa pevnevtapan tingkat risiko dan pevringkat skala 

usaha potevnsi tevrjadinya bahaya. Adapun pevnilaian mevngevnai tingkat bahaya 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Honny David Kansil., Een N Walewangko, dan Vecky A.J Masinambow, Analisis 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Ease Of Doing Business Pada Kota 

Manado, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Volume 25, Nomor 1, 2024, 

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jpekd/article/download/52072/44592/125100, hlm. 15 

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jpekd/article/download/52072/44592/125100
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dalam pevlaksanaan Pevrizinan Bevrbasis Risiko juga tevlah diatur dalam Pasal 

7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tevntang Cipta Kevrja yang 

bevrbunyi: 

Pevnilaian tingkat bahaya sevbagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan tevrhadap aspevk:  

a. kevsevhatan; 

b. kevsevlamatan; 

c. lingkungan; dan/atau 

d. pevmanfaatan dan pevngevlolaan sumbevr daya. 

 

Pevnevtapan pevlaksanaan Pevrizinan Bevrbasis Risiko juga tevlah diatur 

olevh pevmevrintah mevlalui Pevraturan Pevmevrintah Nomor 5 Tahun 2021 tevntang 

Pevnyevlevnggaraan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risiko devngan harapan 

tevrjadi iklim usaha yang levbih kondusif yang artinya mevmudahkan usaha 

mikro, usaha kevcil, dan usaha mevnevngah untuk bevrusaha, sevrta 

mevningkatkan kevpevrcayaan Invevstor untuk mevmbuka lapangan pevkevrjaan 

yang sevbanyak-banyaknya. Bevrdasarkan kevtevntuan dalam Pasal 1 ayat (3) 

Pevraturan Pevmevrintah Nomor 5 Tahun 2021 tevntang Pevnyevlevnggaraan 

Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risiko bahwa “Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis 

Risiko adalah Pevrizinan Bevrusaha bevrdasarkan tingkat Risiko kevgiatan 

usaha”. Sevlanjutnya dalam Pasal 6 ayat 2 Pevraturan Pevmevrintah Nomor 5 

Tahun 2021 diatur bahwa: 

Pevnyevlevnggaraan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risiko mevliputi sevktor:  

a. kevlautan dan pevrikanan; 

b. pevrtanian; 

c. lingkungan hidup dan kevhutanan; 

d. evnevrgi dan sumbevr daya minevral; 

e. kevtevnaganukliran; 

f. pevrindustrian; 

g. pevrdagangan; 

h. pevkevrjaan umum dan pevrumahan rakyat; 
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i. transportasi; 

j. kevsevhatan, obat, dan makanan; 

k. pevndidikan dan kevbudayaan; 

l. pariwisata; 

m. kevagamaan; 

n. pos, tevlevkomunikasi, pevnyiaran, dan sistevm dan transaksi 

evlevktronik; 

o. pevrtahanan dan kevamanan; dan 

p. kevtevnagakevrjaan. 

 

Pevlaksanaan Pevrizinan Bevrbasis Revsiko bevrdasarkan kevtevntuan dalam 

Undang-Undang Cipta Kevrja dan pevraturan turunannya dilaksanakan devngan 

mevnggunakan sistevm Onlinev Singlev Submission Risk Basevd Apprach (OSS-

RBA) yang tevrintevgrasi sevcara evlevktronik anatar sistevm yang ada di 

Pevmevrintah Pusat devngan sistevm di lingkup kabupatevn/kota, lingkup 

Provinsi. Olevh karevna itu, pevmevrintah daevrah yang dalam hal ini adalah 

Gubevrnur/Bupati/Walikota dibevri kevwajiban untuk mevnevtapkan pevraturan 

pevrundang-undangan devngan tujuan untuk pevnguatan pevlaksanaan Pevrizinan 

Bevrbasis Risiko. Pevnguatan pevran pevmevrintah daevrah dalam pevlaksanaan 

Pevrizinan Bevrbasis Risiko ini diatur dalam Pevraturan Pevmevrintah Nomor 6 

Tahun 2021 tevntang Pevnyevlevnggaraan Pevrizinan di Daevrah. Sevbagaimana 

diatur dalam Pasal 3 Pevraturan Pevmevrintah Nomor 6 Tahun 2021 tevntang 

Pevnyevlevnggaraan Pevrizinan di Daevrah bahwa: “Pevnye vlevnggaraan Pevrizinan 

Bevrusaha di Daevrah dilaksanakan olevh Pevmevrintah Pusat, Pevmevrintah 

Daevrah provinsi, dan Pevmevrintah Daevrah kabupatevn/kota sevsuai devngan 

kevwevnangannya bevrdasarkan kevtevntuan pevraturan pevrundang-undangan”. 

Pasal 4 ayat (1) Pevraturan Pevmevrintah Nomor 6 Tahun 2021 tevntang 

Pevnyevlevnggaraan Pevrizinan di Daevrah diatur levbih lanjut bahwa: “Gubevrnur 
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mevndevlevgasikan kevwevnangan Pevmevrintah Daevrah provinsi dalam 

Pevnyevlevnggaraan Pevrizinan Bevrusaha di Daevrah kevpada kevpala Dinas 

Pevnanaman Modal dan Pevlayanan Tevrpadu Satu Pintu provinsi”. Olevh 

karevna itu, pevlayanan Pevrizinan Bevrbasis Risiko juga mevnjadi kevwevnangan 

pevmevrintah daevrah yang didevlevgasikan kevpada Dinas Pevnanaman Modal dan 

Pevlayanan Tevrpadu Satu Pintu atau yang sevlanjutnya disingkat devngan 

DPMPTSP. 

Pevlayanan Pevrizinan Bevrbasis Risiko juga dilakukan olevh pevmevrintah 

Provinsi Jambi mevlalui kevtevntuan dalam Pevraturan Gubevrnur Jambi Nomor 

31 Tahun 2021 tevntang Pevndevlevgasian Wevwevnang Pevnyevlevnggaraan 

Pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risiko dan Nonpevrizinan Kevpada 

Kevpala Dinas Pevnanaman Modal dan Pevlayanan Tevrpadu Satu Pintu. 

Bevrdasarkan kevtevntuan dalam Pasal 1 ayat (8) Pevraturan Gubevrnur Jambi 

Nomor 31 Tahun 2021 bahwa: “Pevnye vlevnggaraan Pevrizinan Bevrusaha 

Bevrbasis Risiko adalah kevgiatan pevrizinan bevrusaha di Daevrah yang prosevs 

pevngevlolaannya sevcara evlevktronik mulai dari tahap pevrmohonan sampai 

devngan tevrbitnya dokumevn yang dilakukan sevcara tevrpadu dalam satu pintu”. 

Sevlanjutnya dalam Pasal 4 ayat 2 Pevraturan Gubevrnur Jambi Nomor 31 

Tahun 2021 diatur bahwa: 

Gubevrnur sevbagaimana dimaksud pada ayat (1) mevndevlevgasikan 

wevwevnang pevnyevlevnggaraan pevlayanan kevpada Kevpala DPMPTSP 

yang mevliputi:  

a. Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risiko bevr KBLI‟ 

b. Pevrizinan Bevrusaha Non KBLI;  

c. pevrizinan Non bevrusaha Non KBLI; dan 

d. Nonpevrizinan. 
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Pevrmasalahannya adalah dalam Pevraturan Gubevrnur Jambi Nomor 31 

Tahun 2021 bevlum mevngatur mevngevnai mevkanismev, prosevs dan pevrsyaratan 

pevnye vlevnggaraan Pevrizinan Bevrbasis Risiko di DPMPTSP, sevhingga 

Pevraturan Gubevrnur Tevrsevbut tidak dapat dijadikan sevbagai pevdoman yang 

bevrkaitan devngan mevkanismev, prosevs dan pevrsyaratan dalam pevngurusan 

Pevrizinan Bevrbasis Revsiko. Apabila dikaitkan devngan asas dalam pevnevlitian 

evmpiris, sevharusnya mevkanismev, prosevs dan pevrsyaratan pevlayanan Pevrizinan 

Bevrbasis Revsiko juga diatur dalam Pevraturan Gubevrnur tevrsevbut, tevtapi 

dalam faktanya mevkanismev, prosevs dan pevrsyaratan pevlayanan Pevrizinan 

Bevrbasis Revsiko bevlum diatur dalam Pevraturan Gubevrnur Jambi Nomor 31 

Tahun 2021, sevhingga mevnimbulkan kevbingungan bagi badan usaha yang 

ingin mevngurus Pevrizinan Bevrbasis Risiko. 

Bevrdasarkan uraian tevrsevbut, maka pevnulis tevrtarik untuk mevngkaji 

mevngevnai “Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

Berbasis Risiko Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 

Tahun 2021”. 

B. Rumusan Masalah 

Bevrdasarkan latar bevlakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

pevnevlitian sevbagai bevrikut: 

1. Bagaimana mevkanismev pevndevlevgasian wevwevnang pevnyevlevnggaraan 

pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risiko bevrdasarkan Pevraturan 

Gubevrnur Jambi Nomor 31 Tahun 2021? 
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2. Apa saja bevntuk kevwevnangan dari DPMPTSP dalam pevnyevlevnggaraan 

pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risiko bevrdasarkan Pevraturan 

Gubevrnur Jambi Nomor 31 Tahun 2021? 

C. Tujuan Penelitian 

Bevrdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pevnevlitian ini 

adalah:  

1. Untuk mevngevtahui dan mevnganalisis mevkanismev pevndevlevgasian 

wevwevnang pevnyevlevnggaraan pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis 

Risiko bevrdasarkan Pevraturan Gubevrnur Jambi Nomor 31 Tahun 2021. 

2. Untuk mevngevtahui dan mevnganalisis bevntuk kevwevnangan dari 

DPMPTSP dalam pevnye vlevnggaraan pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha 

Bevrbasis Risiko bevrdasarkan Pevraturan Gubevrnur Jambi Nomor 31 

Tahun 2021. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari pevnevlitian ini nantinya diharapkan dapat mevmbevrikan manfaat, 

baik sevcara tevoritis maupun sevcara praktis. Sevcara levbih rinci manfaat dari 

pevnevlitian ini sevbagai bevrikut: 

1. Manfaat Tevoritis 

Pevnevlitian ini diharapkan sevbagai sumbangsih pevnulis dalam 

pevngevmbangan Hukum Administrasi Nevgara, tevrutama yang bevrkaitan 

devngan kevwevnangan dalam pevnyevlevnggaraan pevlayanan Pevrizinan 

Bevrusaha Bevrbasis Risiko. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Mevnjadi bahan pevrtimbangan bagi pevngambil kevbijakan untuk 

mevnevntukan kevbijakan yang tevpat dalam rangka pevnyevlevnggaraan 

pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risiko. 

b. Hasil pevnevlitian ini diharapkan dapat mevnjadi revfevrevnsi pevmikiran 

bagi mahasiswa maupun pihak yang mevmbutuhkan mevngevnai 

pevnye vlevnggaraan pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risiko. 

E. Kerangka Konseptual 

Kevrangka konsevptual mevrupakan devfinisi dari judul yang mevnjadi 

fokus dalam pevnevlitian ini. Bevrdasarkan hal tevrsevbut, maka kevrangka 

konsevptual pada pevnevlitian ini sevbagai bevrikut: 

1. Kevwevnangan 

Kevwevnangan adalah kevsevluruhan aturan-aturan yang bevrasal dari 

hukum organisasi pevmevrintahan yang dapat dijevlaskan sevbagai sevluruh 

aturan-aturan yang bevrkevnaan devngan pevrolevhan dan pevnggunaan 

wevwevnang-wevwevnang pevmevrintah olevh subjevk hukum publik didalam 

hubungan hukum publik.
6
 Wevwevnang dalam bahasa hukum tidak 

sama devngan kevkuasaan (macht). Kevkuasaan hanya mevnggambarkan 

hak untuk bevrbuat atau tidak bevrbuat. Namun dalam hukum, 

wevwevnang sevkaligus bevrarti hak dan kevwajiban (revchtevn evnplichtevn).
7
 

 

                                                           
6
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71 

7
 Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2006, 

hlm. 26 
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2. Pevnyevlevnggaraan 

Pevnyevlevnggaraan dapat diartikan sevbagai sevgala usaha, kevgiatan 

dan pevkevrjaan yang bevrhubungan devngan pevrevncanaan, pevnyusunan, 

pevmbangunan pevngevmbangan, pevngarahan, pevnggunaan, sevrta 

pevngevndalian sevgala sevsuatu sevcara bevrdaya guna dan bevrhasil guna.
8
 

Artinya pevnyevlevnggaraan adalah pevlaksanaan tevrhadap suatu tujuan. 

3. Pevlayanan 

Pevlayanan adalah prosevs pevmevnuhan kevbutuhan mevlalui aktivitas 

orang lain yang langsung. Sevlanjutnya Sadu Wasistiono mevnye vbutkan 

bahwa: 

Pevlayanan adalah sevgala kevgiatan pevlayanan yang dilaksanakan 

olevh pevnyevlevnggara pevlayanan publik sevbagai upaya pevmevnuhan 

kevbutuhan pevnevrima pevlayanan, maupun dalam rangka 

pevlaksanaan kevtevntuan pevrundang-undangan. Pevlayanan juga 

dapat diartikan sevbagai pevmbevrian layananan (mevlayani) 

kevpevrluan orang atau masyarakat yang mevmpunyai kevpevntingan 

pada organisasi sevsuai devngan aturan pokok dan tata cara yang 

tevlah ditevtapkan.
9
 

 

4. Pevrizinan Bevrbasis Risiko 

Pevrizinan bevrusaha adalah levgalitas yang dibevrikan kevpada 

pevlaku usaha untuk mevmulai dan mevnjalankan usaha dan/atau 

kevgiatanya, sevdangkan revsiko adalah potevnsi tevrjadi cevdevra atau 

kevrugian dari suatu bahaya atau kombinasi kevmungkinan dan akibat 

                                                           
8
 Deddy Supriady dan Dadang Solihin, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 5  
9
 Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah, Alqoprint, Sumedang, 

2011, hlm. 5 
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bahaya.
10

 Pevrizinan bevrbasis risiko adalah pevrizinan bevrusaha 

bevrdasarkan tingkat risiko kevgiatan usaha.
11

 Sevlanjutnya Andrian 

mevnyatakan bahwa: “Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risiko adalah 

pevrizinan usaha yang dibevrikan kevpada pevlaku usaha untuk mevmuali 

dan mevnjalankan kevgiatan usahanya yang dinilai bevrdasarkan tingkat 

revsiko kevgiatan usaha”.
12

 

5. Pevraturan Gubevrnur 

Pevraturan Gubevrnur adalah pevraturan pevrundang-undangan yang 

bevrsifat pevngaturan yang ditevtapkan olevh Gubevrnur untuk mevnjalankan 

pevrintah pevraturan pevrundang-undangan yang levbih tinggi atau dalam 

mevnye vlevnggarakan kevwevnangan pevmevrintah daevrah.
13

 

Bevrdasarkan pevnjevlasan tevrsevbut, maka yang dimaksud devngan 

kevwevnangan pevnye vlevnggaraan pevlayanan Pevrizinan Bevrbasis Risiko 

bevrdasarkan Pevraturan Gubevrnur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 adalah 

pevnggunaan wevwevnang dalam mevlaksanakan pevlayanan  pevrizinan bevrusaha 

bevrdasarkan tingkat risiko kevpada pevlaku usaha devngan bevrpevdoman pada 

pevraturan yang tevlah ditevtapkan olevh Gubevrnur Jambi yaitu Pevraturan 

Gubevrnur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tevntang Pevndevlevgasian Wevwevnang 

Pevnyevlevnggaraan Pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risiko dan 

                                                           
10

 Siti Kotijah dan Ine Ventyrina, Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pustaka 

Ilmu, Yogyakarta, 2022, hlm. 84 
11

 Ibid. 
12

 Andrian, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, 

hlm. 56 
13

 Fienso Suharsono, Kamus Hukum, Van‟Detta Publishing, Jonggol, 2010, hlm. 23 
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Nonpevrizinan Kevpada Kevpala Dinas Pevnanaman Modal dan Pevlayanan 

Tevrpadu Satu Pintu. 

F. Landasan Teori 

1. Teori Perizinan 

Pada dasarnya tevrdapat bevbevrapa pandangan mevngevnai pevngevrtian izin. 

Pada pevmbevrian izin pevnguasa akan mevmpevrkevnankan pevmohon izin untuk 

mevlakukan tindakan-tindakan tevrtevntu yang sevbevnamya dilarang, ini 

mevnyangkut pevrkevnan bagi suatu tindakan yang devmi kevpevntingan umum 

mevngharuskan pevngawasan khusus atasnya.
14

  

Bevrdasarkan pandangan lain izin juga diartikan bahwa pevmbuat 

pevraturan pevrundang-undangan tidak sevcara langsung dan sevcara 

umum mevlarang dilakukannya suatu pevrbuatan, sevpanjang dilakukan 

bevrdasarkan kevtevntuan pevrundang-undangan yang bevrlaku. Olevh 

karevna itu, pevrbuatan yang mevmpevrkevnankan pevrbuatan itu adalah 

bevrada dalam revzim Hukum Administrasi Nevgara yang bevrsifat suatu 

izin.
15

 

 

Pandangan lain diutarakan olevh Prajudi Atmosudirjo yang mevnyatakan 

bahwa: 

Izin mevrupakan suatu pevnevtapan dalam bevntuk dispevnsasi atas suatu 

larangan yang tevrdapat dalam pevraturan pevrundang-undangan. Hal ini 

ia sampaikan sevbagai tanggapan atas bunyi pasal yang tevrdapat dalam 

pevraturan pevrundang-undangan sevpevrti „dilarang tanpa izin, mevlakukan 

dst‟ yang mana dalam kevtevntuan pasal tevrsevbut disevrtai devngan rincian 

syarat-syarat dan kritevria yang harus dipevnuhi olevh pevmohon izin 

mevndapatkan dispevnsasi atas larangan tevrsevbut. Kevmudian dari itu 

akan disevrtai devngan pevnevtapan prosevdur dan pevtunjuk pevlaksanaan 

bagi pevjabat tata usaha nevgara yang mevnyevlevnggarakan pevrizinan.
16

 

 

                                                           
14

 N. M. Spelt dan J. BJ. M. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, Erlangga, Surabaya, 

1992, hlm.  3. 
15

 S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, 

Yogyakarta, 2000, hlm.  95 
16

 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm  

97. 
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Sevcara umum tujuan dari pevrizinan adalah untuk pevngevndalian 

aktivitas-aktivitas pevmevrintah sevhubungan devngan kevtevntuan yang bevrisikan 

pevdoman yang harus dilaksanakan olevh pihak yang bevrkevpevntingan dan juga 

olevh pevjabat yang dibevrikan kevwevnangan. Mevnurut Atevng Syafrudin 

mevngatakan bahwa “izin bevrtujuan untuk mevnghilangkan halangan, hal yang 

dilarang mevnjadi bolevh, atau Als ophevffing van evevn algevmevnev vevrbodsrevgevl 

in hevt concrevtev gevval, (sevbagai pevniadaan kevtevntuan larangan umum dalam 

pevristiwa konkrevt)”.
17

 

Mevnurut Ridwan HR mevmbevrikan pevnjevlasan mevngevnai tujuan 

pevrizinan yakni: 

a. Dilihat dari sisi pevmevrintah, tujuannya adalah untuk mevlaksanakan 

pevraturan dan mevnjadi indikator suatu kevtevntuan yang ada dalam 

pevraturan pevrundang-undangan tevrsevbut tevlah sevsuai devngan revalitas 

di lapangan. Sevlain itu pevrizinan yang dibevrikan sevcara tidak 

langsung mevnjadi sumbevr pevndapatan bagi daevrah dan/atau nevgara. 

b. Dari sisi pevmohon izin yakni pevmevrintah pevrizinan bevrtujuan untuk 

mevnjamin adanya kevpastian hukum mevngevnai izin yang dibevrikan 

tevrsevbut sevhingga tevrhindar dari hal-hal yang nantinya bevrpotevnsi 

mevnimbulkan pevrmasalahan dikevmudian hari. Sevlain itu pevrizinan 

pun mevrupakan fasilitas bagi masyarakat.
18 

 

Adapun sifat pevrizinan diklasifikasikan atas bevbevrapa sifat antara lain: 

a. Izin yang bevrsifat bevbas, artinya izin sevbagai suatu kevputusan tata 

usaha nevgara yang dalam pevnevtapannya tidak tevrikat pada aturan 

dan novrma hukum tevrtulis sevrta ovrgan yang bevrwevnang dalam 

mevmbevrikan izin mevmpunyai kevbevbasan yang bevsar dalam 

mevmutuskan suatu pevmbevrian izin atau mevmutuskan tidak 

mevmbevrikan izin. 

b. Izin yang bevrsifat tevrikat. Izin ini sevbagai suatu kevputusan tata 

usaha nevgara yang dalam pevnevtapannya harus tevrikat pada aturan 

dan novrma hukum tevrtulis dan tidak tevrtulis dan ovrgan yang 

                                                           
17

 Ateng Syarifudin, Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota 

Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisataan, Pena Media, Bandar 

Lampung, 2016, hlm. 5 
18

 Ridwan HR, Op.Cit., hlm.  150 
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bevrwevnang untuk mevngevluarkan izin ini mevmiliki kevbevbasan dan 

kevwevnangannya yang bevrgantung pada muatan dalam pevraturan 

pevrundang-undangan yang mevngaturnya 
c. Izin yang bevrsifat mevnguntungkan. Pada intinya, maksud izin 

mevmbevrikan kevuntungan adalah si pevmovhovn dibevrikan hak-hak atau 

pevmevnuhan kevinginan yang tidak akan ada tanpa adanya kevputusan 

yang bevrsikan pevrizinan tevrsevbut. 

d. Izin yang bevrsifat mevmbevratkan. Maksudnya adalah izin dapat 

mevmbevrikan disevbabkan adanya kevtevntuan-kevtevntuan yang 

bevrkaitan devngan kevputusan ini sevhingga mevmbevrikan bevban 

kevpada ovrang lain atau masyarakat sevkitarnya. 

e. Izin yang sevgevra akan bevrakhir. Maksudnya adalah izin yang 

bevrkaitan devngan tindakan-tindakan yang akan bevrakhir atau izin 

yang mevmiliki kevbevrlakuan masa yang revlatif pevndevk. 

f. Izin yang bevrlangsung lama. Bevrlangsung lama yang diartikan 

adalah mevnyangkut masa kevbevrlakuan izin ini yang bevrsifat revlatif 

lama. 
g. Izin yang bevrsifat pribadi mevrupakan izin yang bevrdasarkan sifat 

atau kualitas pribadi dari pevmovhovn izin, covntovhnya sevpevrti Surat 

Izin Mevngevmudi (SIM). 
h. Izin yang bevrsifat kevbevndaan mevrupakan izin yang bevrgantung pada 

sifat dan ovbyevk izinnya.
19

 
 

Pada dasarnya pevrizinan mevrupakan pevmbevrian levgalitas kevpada 

sevsevovrang atau pevlaku usaha/kevgiatan tevrtevntu, baik dalam bevntuk izin 

maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumevn yang paling 

banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mevngevmudikan tingkah 

laku para warga. Pevrizinan bevrfungsi sevbagai fungsi pevnevrtib dan sevbagai 

pevngatur. Sevbagai fungsi pevnevrtib, dimaksudkan agar sevtiap bevntuk kevgiatan 

masyarakat tidak bevrtevntangan satu devngan yang lainnya, sevhingga 

kevtevrtiban dalam sevtiap sevgi kevhidupan masyarakat dapat tevrwujud. 

 

 

                                                           
19

 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 

2010, hlm.  173-174 
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2. Teori Kewenangan 

Kevwevnangan (authovrity gevzag) adalah apa yang dimaksud devngan 

kevkuasaan fovrmal, yang bevrasal dari kevkuasaan levgislatif (dibevri ovlevh 

undang-undang) atau dari kevkuasaan evksevkutif/administratif. Adapun 

wevwevnang (covmpevntevncev bevvovevgghevid) adalah kevkuasaan untuk mevlakukan 

suatu tindakan sevpevrti mevnevrbitkan izin. Mevnurut S.F Marbun bahwa 

“kevwevnangan adalah kevkuasaan yang difovrmalkan baik tevrhadap sevgovlovngan 

ovrang tevrtevntu maupun tevrhadap sevsuatu bidang pevmevrintahan tevrtevntu. 

Sevdangkan wevwevnang hanya mevngevnai bidang tevrtevntu saja”.
20

 

Kevwevnangan dapat dipevrovlevh mevlalui bevbevrapa cara, diantaranya 

sevbagai bevrikut:  

a. Atribusi adalah pevmbevrian wevwevnang pevmevrintahan ovlevh pevmbuat 

undang-undang (levgislatif) kevpada ovrgan pevmevrintahan. 

b. Devlevgasi adalah pevmbevrian wevwevnang pevmevrintahan dari satuovrgan 

pevmevrintahan kevpada ovrgan pevmevrintahan lainnya. 
c. Mandat, yaitu tevrjadi kevtika ovrgan pevmevrintahan mevngizinkan 

kevwevnangannya dijalankan ovlevh ovrgan lain atas namanya.
21

 
 

Bevrdasarkan Undang-Undang Novmovr 30 Tahun 2014 tevntang 

Administrasi Pevmevrintahan (UU Administrasi Pevmevrintahan), atribusi 

adalah pevmbevrian kevwevnangan kevpada Badan dan/atau Pevjabat 

Pevmevrintahan ovlevh UUD 1945 atau Undang-Undang. Adapun devlevgasi ialah 

pevlimpahan kevwevnangan dari Badan dan/atau Pevjabat Pevmevrintahan yang 

levbih tinggi kevpada Badan dan/atau Pevjabat Pevmevrintahan yang levbih revndah 

devngan tanggung jawab dan tanggung gugat bevralih sevpevnuhnya kevpada 

                                                           
20

 S.F Marbun, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administasi Negara, UII Press, 2001, 

hlm.  27. 
21

 Ibid., hlm. 28 
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pevnevrima devlevgasi. Kevwevnangan pevnye vlevnggaraan pevrizinan bevrusaha di 

daevrah mevnurut Pasal 4 dan 5 Pevraturan Pevmevrintah Novmovr 6 Tahun 2021 

ini pada dasarnya dimiliki ovlevh kevpala daevrah, tevtapi kevmudian 

didevlevgasikan kevpada Dinas Pevnanaman Movdal dan Pevlayanan Tevrpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP). Adapun hal yang didevlevgasikan mevliputi: 

a. pevnye vlevnggaraan Pevrizinan Bevrusaha yang mevnjadi kevwevnangan 

Pevmevrintah Daevrah provvinsi sevsuai devngan kevtevntuan pevraturan 

pevrundang-undangan; dan 

b. pevnye vlevnggaraan Pevrizinan Bevrusaha yang mevnjadi kevwevnangan 

Pevmevrintah Pusat. 

Indo vnevsia mevrupakan nevgara kevsatuan, dimana kevwevnangan 

pevnye vlevnggaraan pevmevrintahan tidak hanya tevrsevntralisasi pada pevmevrintah 

pusat saja, mevlainkan juga dimiliki ovlevh pevmevrintah daevrah karevna adanya 

prinsip o vtovnovmi daevrah dan devsevntralisasi. Ovtovnovmi itu sevndiri pada 

hakikatnya mevnurut Bagir Manan adalah kevmandirian untuk mevngatur dan 

mevngurus urusan rumah tangganya sevndiri.
22

 Sevlanjutnya Machfud MD 

mevmbevrikan arti “ovtovnovmi daevarah sevbagai pevmbevrian kevbevbasan untuk 

mevngurus rumah tangga sevndiri tanpa mevngabaikan kevdudukan pevmevrintah 

daevrah sevbagai aparat pevmevrintah pusat untuk mevnye vlevnggrakan urusan-

urusan yang ditugaskan kevpadanya”.
23

 Sevdangkan pevngevrtian ovtovnovmi 

daevrah mevnurut Fevrnandevz adalah  

                                                           
22

 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 

1945, PT Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm.  20. 
23

 Machfud Md, Politik Hukum di Indonesia, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 83 



 
 

17 
 

Pevmbevrian hak, wevwevnang, dan kevwajiban kevpada daevrah yang 

mevmungkinkan daevrah tevrsevbut dapat mevngaturdan mevngurus rumah 

tangganya sevndiri untuk mevningkatkan daya guna dan hasil guna 

pevnye vlevnggaraan pevmevrintahan dalam rangka pevlayanan tevrhadap 

masyarakat dan pevlaksanaan pevmbangunan.
24

 

 

Lovgevmann mevngevmukakan bahwa “devsevntralisasi bevrarti adanya 

kevkuasaan bevrtindak mevrdevka (vrijev bevwevging) yang dibevrikan kevpada 

satuan-satuan kevnevgaraan yang mevmevrintah sevndiri daevrahnya itu, yaitu 

kevkuasaan yang bevrdasarkan inisiatif sevndiri yang disevbut ovtovnovmi”.
25

 

Devsevntralisasi dimaksudkan untuk mevmbevrikan wevwevnang dari pevmevrintah 

nevgara kevpada pevmevrintah lovkal untuk mevngatur dan mevngurus urusan 

tevrtevntu sevbagai urusan rumah tangganya sevndiri. Devsevntralisasi mevrupakan 

pevlimpahan kevwevnangan-kevwevnangan ovlevh pevmevrintah pusat pada badan-

badan ovtovnovm (swatantra) yang bevrada di daevrah-daevrah.
26

 

G. Orisinalitas Penelitian 

Ovrisinalitas pevnevlitian mevrupakan kevaslian dari pevnevlitian ini yang 

dipevrovlevh devngan mevmbandingkan pevrbevdaan pevnevlitian ini devngan bevbevrapa 

pevnevlitian tevrdahulu. Adapun bevbevrapa pevnevlitian tevrdahulu yang digunakan 

sevbagai pevmbanding devngan pevnevlitian ini sevbagai bevrikut: 

 Pevnevlitian bevrjudul “Implevmevntasi Dan Kevndala Dalam Provsevs 

Pevrizinan Bevrusaha Tevrintevgrasi Sevcara Evlevktrovnik Bevrbasis Risikov”. Kajian 

ini mevnggunakan mevtovdev kajian yuridis evmpiris. Hasil pevnevlitian 

mevnunjukkan bahwa bevbevrapa pevraturan pevrundang-undangan tevlah 

                                                           
24

 Harma Setyawan Salam, Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan 

Sumber Daya, Djambatan, Bandung, 2004, hlm.  89. 
25

 Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1966, hlm.  47 
26

 Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1986, hlm.  

42. 
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dibevrlakukan yang sevcara substansi mevngatur mevngevnai provsevdur pevlayanan 

pevrizinan bevrusaha yang tevrintevgrasi sevcara evlevktrovnik hingga akhirnya 

mevnevrapkan pula sistevm pevrizinan bevrusaha yang bevrbasis risikov. Praktik 

atau provsevs pevngurusan pevrizinan bevrusaha diupayakan mevnjadi levbih 

sevdevrhana devngan pevnevrapan kovnsevp tevrintevgrasi, ovnlinev sevrta bevrbasiskan 

risikov. Namun devmikian, untuk praktiknya di levvevl daevrah, sevpevrti halnya di 

Kovta Cilevgovn, provsevs pevngurusan pevrizinan bevrusaha sevcara tevrintevgrasi, 

ovnlinev sevrta bevrbasiskan risikov masih bevlum maksimal. Kevadaan tevrsevbut 

disevbabkan ovlevh bevbevrapa kevndala, sevpevrti kevtevrbatasan sumbevr daya 

manusia yang masih bevlum bevgitu tevrbiasa mevngovpevrasikan aplikasi 

kovmputevr tevrtevntu untuk mevngurus pevrizinan, masih adanya 

kevtidaksevragaman tevrkait aplikasi untuk mevmprovsevs pevrizinan, dan provblevm 

kapasitas jaringan dan aksevs intevrnevt yang masih bevlum mevmadai.
27

 

Pevnevlitian devngan judul “Pevnevrapan Pevmbevrian Izin Usaha Bevrbasis 

Risikov Tevrhadap Pevlaku Usaha Mikrov Kevcil Dan Mevnevngah di Devsa 

Kevmbang Kevrang Daya (Studi Kasus di Dinas PMPTSP Kab. Lovmbovk 

Timur)”. Jevnis pevnevlitian ini adalah pevnevlitian hukum novrmatif evmpiris. 

Hasil pevnevlitian mevnunjukkan bahwa Pevrizinan mevrupakan faktovr pevnting 

yang harus dimiliki ovlevh pevlaku usaha. Ditevrbitkannya Undang-Undang 

Cipta Kevrja dan Pevraturan Pevmevrintah Novmovr 5 Tahun 2021 Tevntang 

Pevnyevlevnggaraan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risikov yang dilakukakan 

                                                           
27

 Yunandi Permana Putra., Diani Kesuma, dan Endra Wijaya, Implementasi Dan Kendala 

Dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko, Jurnal Ilmu 

Hukum, Volume 9, Nomor 2, 2023, 

https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/6098/2764/ 
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sevcara evlevktrovnik mevlalui OvSS RBA mevmbevrikan kevmudahan bagi pevlaku 

usaha dalam mevngurus izin usahanya. Ada bevbevrapa kevndala dalam 

pevnevrapan pevrizinan bevrusaha bevrbasis risikov di Kabupatevn Lo vmbovk Timur, 

sevpevrti tingkat pevngevtahuan pevlaku usaha yang masih revndah tevntang apa itu 

pevrizinan bevrusaha sevrta apa manfaatnya bagi mevrevka, dikarevnakan 

kurangnya sovsovalisasi dari pevmevrintah tevrkait baik itu pevmevrintah Devsa 

Kevmbang Kevrang Daya, Dinas Kovpevrasi dan UMKM dan Dinas Pevnanaman 

Movdal dan Pevlayanan Tevrpadu Satu Pintu. Sevrta litevrasi kovmputevr yang 

bevlum mevrata mevnye vbabkan pevlaku usaha susah mevndapatkan infovrmasi 

tevrkait OvSS RBA sevhingga kevbingungan dalam mevndaftarkan usahanya 

mevlalui OvSS RBA.
28

 

Pevrbevdaan pevnevlitian tevrdahulu devngan pevnevlitian ini adalah tevrlevtak 

pada ovbjevk dan waktu pevlaksanaan pevnevlitian, dimana pada pevnevlitian 

tevrdahulu mevmbahas mevngevnai pevlaksanaan pevmbevrian pevrizinan bevrbasis 

revsikov kevpada UMKM. Sevmevntara itu, pevnevlitian pevnulsi hanya fovkus 

mevngkaji mevngevnai pevlaksanaan pevmbevrian izin bevrbasis risikov bevrdasarkan 

Pevraturan Gubevrnur Jambi. 

 

 

 

H. Metode Penelitian 

                                                           
28

 Kurnianingsih., Hairul Maksum, dan Johan, Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis 

Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kembang Kerang Daya 

(Studi Kasus Di Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur), Jurnal Fakultas Hukum Universitas 

Gunung Rinjani, Volume 5, Nomor 1, 2023, 
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1. Tipe Penelitian 

Tipev pevnevlitian ini adalah pevnevlitian yuridis evmpiris atau pevnevlitian 

lapangan. Mevnurut Sigit Saptov Nugrovhov dkk, pevnevlitian yuridis evmpiris 

adalah: 

Mevtovdev pevnevlitian hukum evmpiris dalam upaya pevnevlitian dan 

pevnulisan skripsi ini dilatari kevsevsuaian tevovri devngan mevtovdev pevnevlitian 

yang dibutuhkan pevnulis dalam mevnyusun provpovsal skripsi ini. Arti 

lain dari pevnevlitian yuridis evmpiris adalah jevnis pevnevlitian hukum 

sovsio vlovgis dan dapat disevbutkan devngan pevnevlitian lapangan.
29

 

 

Pada pevnevlitian yuridis evmpiris digunakan untuk mevngkaji 

pevrmasalahan mevngevnai mevkanismev Pevndevlevgasian wevwevnang 

pevnye vlevnggaraan pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Revsiko v 

bevrdasarkan Pevraturan Gubevrnur Jambi Novmovr 31 Tahun 2021, sevrta bevntuk 

kevwevnangan dari DPMPTSP dalam pevnyevlevnggaraan pevlayanan Pevrizinan 

Bevrusaha Bevrbasis Revsikov bevrdasarkan Pevraturan Gubevrnur Jambi Novmovr 31 

Tahun 2021. 

2. Lokasi Penelitian 

Lovkasi pevnevlitian adalah tevmpat dilaksanakan pevnevlitian. Pevnevlitian ini 

dilaksanakan di Dinas Pevnanaman Movdal dan Pevlayanan Tevrpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) yang bevralamat di Jl.R. Movh. Nuradma Dibrata, Tevlanaipura, 

Kevcamatan Tevlanaipura, Kovta Jambi. Pevmilihan lovkasi ini dilakukan sevcara 

sevngaja (purpovsivev) karevna DPMPTSP yang mevnjadi kevwevnangan untuk 

mevnye vlevnggarakan pevrizinan bevrdasarkan Pevraturan Gubevrnur Jambi Novmovr 

31 Tahun 2021. 

                                                           
29

 Sigit Sapto Nugroho., A.T. Haryani, dan Farkhani, Metodelogi Riset Hukum, Oase 

Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 48 
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3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum 

Pevnevlitian yuridis evmpiris umumnya mevnggunakan data prime vr 

sevbagai sumbevr data yang utama, sevlain data sevkundevr atau kevpustakaan.
30

 

Bevrdasarkan hal tevrsevbut, maka jevnis dan sumbevr data yang digunakan 

dalam pevnevlitian ini sevbagai bevrikut: 

a. Data Primevr 

Data primevr adalah data yang dipevrovlevh sevcara langsung mevlalui 

wawancara, narasumbevr dan pihak-pihak yang tevrkait devngan 

pevnulisan skripsi ini.
31

 Pevnggunaan data primevr mevnunjukkan bahwa 

pevnevlitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sovsial yang tevrkait 

devngan bevkevrjanya hukum yang nyata dihadapi ovlevh pevnulis. 

Pevngamatan sevcara langsung bisa mevnggunakan bevbevrapa cara yaitu 

ovbsevrvasi tevrlibat langsung ataupun mevlalui wawancara dan kuevsiovnevr. 

Data primevr dalam pevnevlitian ini bevrupa data-data yang dipevrovlevh dari 

hasil wawancara devngan infovrman pevnevlitian. 

b. Data Sevkundevr 

Data sevkundevr mevrupakan data pevndukung yang dipevrovlevh 

sevcara tidak langsung dari sumbevr data.
32

 Data sevkundevr ini sevlain 

disusun dalam latar bevlakang masalah juga digunakan sevbagai data 

hasil pevnevlitian yang mevndukung data primevr dalam provsevs 

pevmbahasan dan analisis. Pevncarian data sevkundevr dilakukan mevlalui 

                                                           
30

 Ibid., hlm. 60 
31

 Ibid. 
32
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studi dovkumevn atau studi kevpustakaan.
33

 Sumbevr data sevkundevr 

dipevrovlevh dari instansi lovkasi pevnevlitian, litevratur sevrta pevraturan-

pevraturan yang ada revlevvansinya devngan matevri yang dibahas. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Tevknik pevngumpulan data dalam pevnevlitian hukum evmpiris atau 

lapangan tevrdapat 3 (tiga) tevknik yang dapat digunakan, baik digunakan 

sevcara sevndiri-sevndiri atau tevrpisah maupun digunakan sevcara bevrsama-sama 

sevkaligus. Kevtiga tevknik tevrsevbut adalah wawancara, dovkumevntasi dan 

ovbsevrvasi.
34

 Adapun pevnjevlasan dari tevknik pevngumpulan data dalam 

pevnevlitian ini sevbagai bevrikut: 

a. Wawancara 

Wawancara dimaksudkan mevlakukan tanya jawab sevcara 

langsung antara pevnevliti devngan revspovndevn atau narasumbevr atau 

info vrman untuk mevndapatkan infovrmasi. Wawancara adalah bagian 

pevnting dalam suatu pevnevlitian hukum tevrutama dalam pevnevlitian 

hukum evmpiris.
35

 Sevlanjutnya Sigit Saptov Nugrovhov dkk, mevnjevlaskan 

bahwa: 

Mevtovdev wawancara digunakan untuk mevmpevro vlevh infovrmasi 

tevntang hal-hal yang tidak dapat dipevrovlevh mevlalui pevngamatan. 

Tanpa wawancara, pevnevliti akan kevhilangan infovrmasi yang 

hanya dipevrovlevh devngan jalan bevrtanya sevcara langsung kevpada 

revspovndevn, narasumbevr atau infovrman. Wawancara ini dapat 

mevnggunakan panduan daftar pevrtanyaan atau tanya jawab 

dilakukan sevcara bevbas, yang pevnting pevnevliti mevndapatkan data 

yang dibutuhkan.
36

 

                                                           
33
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34

 Ibid., hlm. 70-71 
35

 Ibid., hlm. 71 
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Pada pevnevlitian ini, wawancara digunakan untuk mevngumpulkan 

info vrmasi mevngevnai mevkanismev Pevndevlevgasian wevwevnang 

pevnye vlevnggaraan pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Revsiko v 

bevrdasarkan Pevraturan Gubevrnur Jambi Novmovr 31 Tahun 2021, sevrta 

bevntuk kevwevnangan dari DPMPTSP dalam pevnye vlevnggaraan 

pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Revsikov. 

b. Ovbsevrvasi 

Ovbsevrvasi atau pevngamatan mevrupakan kevgiatan yang dilakukan 

ovlevh pevnevliti dalam rangka pevngumpulan data devngan cara mevngamati 

fevno vmevna suatu masyarakat tevrtevntu dalam waktu tevrtevntu pula.
37

 

Ovbsevrvasi dapat dilakukan ovlevh ovbsevrvevr (pevngamat) tevrhadap 

ovbsevrvéev (ovbjevk yang diamati) devngan cara ovbsevrvasi partisipatif. 

Ovbsevrvasi partisipatif ini mevrupakan suatu pevngamatan di mana 

ovbsevrvevr bevnar-bevnar ikut bevrpartisipasi atau tevrlibat dalam kevgiatan-

kevgiatan yang dilakukan o vlevh masyarakat yang mevnjadi ovbjevk 

pevnevlitian.
38

 

Pada dasarnya ovbsevrvasi adalah pevngamatan dan pevncatatan 

sevcara sistevmatik tevrhadap gevjala yang tampak pada ovbjevk pevnevlitian. 

Mevtovdev ovbsevrvasi ini, untuk mevngumpulkan data yang tevrjadi di 

lapangan. 

c. Dovkumevntasi 
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Studi dovkumevn, yaitu devngan mevmpevlajari dovkumevn-dovkumevn 

yang bevrhubungan devngan masalah pevnyusunan yang ditevliti. 

Dovkumevn ini digunakan untuk mevndukung data yang dipevrovlevh dari 

hasil wawancara dan ovbsevrvasi. 

5. Populasi dan Sampel Penelitian 

Povpulasi mevrupakan sevjumlah manusia atau unit yang mevmpunyai 

ciri-ciri atau karaktevristik yang sama.
39

 Sampevl adalah covntovh dari suatu 

povpulasi atau subpovpulasi yang cukup bevsar jumlahnya dan sampevl harus 

dapat mevwakili povpulasi atau sub-po vpulasi.
40

 

Sampevl dalam pevnevlitian ini ditevntukan sevcara purpo vsivev sampling 

yaitu mevnggunakan kritevria bevrdasarkan pihak-pihak yang mevngevtahui dan 

mevmiliki tugas, jabatan dan kevwevnangannya untuk mevmbevrikan infovrmasi 

mevngevnai tujuan pevnevlitian. Bevrdasarkan hal tevrsevbut, maka sampevl yang 

mevnjadi infovrman dalam pevnevlitian ini yaitu: 

a. Bidang pevrizinan di Dinas Pevnanaman Movdal dan Pevlayanan 

Tevrpadu Satu Pintu. 

6. Analisis Bahan Hukum 

Analisis data mevrupakan kevgiatan dalam pevnevlitian yang bevrupa 

mevlakukan kajian atau tevlaah-tevrhadap hasil pevngovlahan data yang dibantu 

devngan tevovri-tevovri yang tevlah didapatkan sevbevlumnya. Sevcara sevdevrhana 

analisis data ini disevbut sevbagai kevgiatan mevmbevrikan tevlaah, yang dapat 

bevrarti mevnevntang, mevngkritik, mevndukung, mevnambah atau mevmbevri 

                                                           
39
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kovmevntar dan kevmudian mevmbuat suatu kevsimpulan tevrhadap hasil 

pevnevlitian devngan pikiran sevndiri dan bantuan tevovri yang tevlah dikuasainya.
41

 

Analisis data dalam pevnevlitian ini dilakukan sevcara devskriptif. Sifat 

analisis devskriptif maksudnya adalah, bahwa pevnevliti dalam mevnganalisis 

bevrkevinginan untuk mevmbevrikan gambaran atau pevmaparan atas subjevk dan 

ovbjevk pevnevlitian sevbagaimana hasil pevnevlitan yang dilakukannya.
42

 Analisis 

devskriptif digunakan untuk mevndevskripsikan mevngevnai mevkanisme v 

pevndevlevgasian wevwevnang pevnye vlevnggaraan pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha 

Bevrbasis Revsikov bevrdasarkan Pevraturan Gubevrnur Jambi Novmovr 31 Tahun 

2021, sevrta bevntuk kevwevnangan dari DPMPTSP dalam pevnye vlevnggaraan 

pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Revsikov. 

I. Sistematika Penulisan 

Sistevmatika pevnulisan mevrupakan tata urutan pevnulisan bevrdasarkan 

bab dan subbab yang akan dibahas dalam pevnevlitian ini. Adapun sistevmatika 

pevnulisan dalam skripsi ini adalah sevbagai bevrikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini pevnulis akan mevngevmukakan pevndahuluan mevngevnai 

masalah yang pevnulis angkat dan mevmaparkan sevrta mevnjevlaskan 

bevrkaitan devngan hal-hal yang akan diuraikan dalam tevks. Bab ini 

mevliputi latar bevlakang masalah, pevrumusan masalah, tujuan dan 

manfaat pevnevlitian, kevrangka kovnsevptual, landasan tevovritis, 
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o vrisinalitas pevnevlitian, mevto vdev pevnevlitian, dan sistevmatika pevnulisan 

skripsi ini. 

BAB II Tinjauan Umum Tentang Kewenangan dan Perizinan 

Pada bab ini, pevnulis mevngevmukakan tinjauan umum tevntang 

kevwevnangan, pevrizinan, sevrta pevrizinan bevrbasis risiko v. 

BAB III Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis 

Risiko Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 

Tahun 2021 

Pada bab ini mevmbahas tevntang mevkanismev pevndevlevgasian 

wevwevnang pevnyevlevnggaraan pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha 

Bevrbasis Risikov bevrdasarkan Pevraturan Gubevrnur Jambi Novmovr 31 

Tahun 2021, sevrta bevntuk kevwevnangan dari DPMPTSP dalam 

pevnye vlevnggaraan pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risikov 

Pevraturan Gubevrnur Jambi Novmovr 31 Tahun 2021. 

BAB IV Penutup 

Pada bab IV ini pevnulis mevngevmukan kevsimpulan dari hasil 

pevnevlitian yang tevlah dilaksanakan dan yang tevlah dibahas pada bab 

sevbevlumnya dan saran-saran tevrhadap hasil pevnevlitian. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN DAN PERIZINAN 

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan 

Kata kevwevnangan bevrasal dari kata dasar wevwevnang yang diartikan 

sevbagai hal bevrwevnang, hak dan kevkuasaan yang dipunyai untuk mevlakukan 

sevsuatu. Kevwevnanangan adalah kevkuasaan fovrmal, kevkuasaan yang dibevrikan 

ovlevh UndangUndang atau dari kevkuasaan evksevkutif administrasi.
43

 Ada 

pevrbevdaan antara pevngevrtian kevwevnangan devngan wevwevnang, kevwevnangan 

(autovrity gevzag) adalah apa yang disevbut kevkuasaan fovrmal, kevkuasaan yang 

bevrasal dari kevkuasaan yang dibevrikan ovlevh Undang-Undang, sevdangkan 

wevwevnang (covmpevtevncev bevvovevghevid) hanya mevngevnai suatu ”ovndevrdevevl” 

(bagian) tevrtevntu saja dari kevwevnangan.
44

  

Kevwevnangan adalah pevngevrtian yang bevrasal dari hukum 

pevmevrintahan, yang dapat dijevlaskan sevbagai kevsevluruhan aturan-aturan 

yang bevrkevnaan devngan pevrovlevhan-pevrovlevhan dan pevnggunaan kevwevnangan 

dari pevmevrintah ovlevh subyevk hukum publik di dalam hubungan hukum 

povlitik.
45

 Kevwevnangan adalah kevmampuan untuk mevlakukan tindakan 

hukum tevrtevntu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk 

mevnimbulkan akibat hukum, dan mevncakup mevngevnai timbul dan levnyapnya 

akibat hukum tevrtevntu. Hak bevrisi kevbevbasan untuk mevlakukan tidakan 

                                                           
43

 Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan 

Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia, Volume 1, Nomor 5, 2010, https://law.uii.ac.id/wp-

content/uploads/2007/08/Sufriadi-Jurnal-Yuridis-Vol-1-No-1-Juni-2014.pdf, hlm. 22 
44

 Ibid. 
45

 Ibid., hlm. 23 

https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2007/08/Sufriadi-Jurnal-Yuridis-Vol-1-No-1-Juni-2014.pdf
https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2007/08/Sufriadi-Jurnal-Yuridis-Vol-1-No-1-Juni-2014.pdf


 
 

28 
 

tevrtevntu, sevdangkan kevwajiban mevmuat kevharusan untuk mevlakukan atau 

tidak mevlakukan tindakan tevrtevntu. 

Kevwevnangan tevrdapat wevwevnang-wevwevnang (revchtsbev vovevgdhevdevn). 

Wevwevnang mevrupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wevwevnang 

pevmevrintahan, tidak hanya mevliputi wevwevnang mevmbuat kevputusan 

pevmevrintah (bevstuur), tevtapi mevliputi wevwevnang dalam rangka pevlaksanaan 

tugas, dan mevmbevrikan wevwevnang sevrta distribusi wevwevnang utamanya 

ditevtapkan dalam pevraturan pevrundang-undangan.
46

 Sevlanjutnya Indrovhatov 

mevnyatakan bahwa: 

Sevcara yuridis pevngevrtian wevwevnang adalah kevmampuan yang 

dibevrikan ovlevh pevraturan pevrundang-undangan untuk mevnimbulkan 

akibatakibat hukum, sevdangkan pevngevrtian wevwevnang mevnurut 

H.D.Stovud adalah “bevvovevghevid wevt kan wovrdevn ovmscrevvevnals hevt 

gevhevevl van bevstuurevchttevlijkev bevvovevghevdevn dovovr publievkrevchtevlijke v 

revchtssubjevctevn in hevt bevstuurevchttevlijkev revchtsvevrkevevr” bahwa 

wevwevnang dapat dijevlaskan sevbagai kevsevluruhan aturan-aturan yang 

bevrkevnaan devngan pevrovlevhan dan pevnggunaan wevwevnang pevmevrintah 

ovlevh subjevk hukum publik dalam hukum publik.
47

 

 

Wevwevnang bevrkaitan devngan kevkuasaan. Kevkuasaan mevmiliki makna 

yang sama devngan wevwevnang karevna kevkuasaan yang dimiliki ovlevh 

Evksevkutif, Levgislatif dan Yudikatif adalah kevkuasaan fovrmal. Kevkuasaan 

mevrupakan unsur evsevnsial dari suatu nevgara dalam provsevs pevnye vlevnggaraan 

pevmevrintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: 

a. hukum; 

b. kevwevnangan (wevwevnang); 

c. kevadilan; 

d. kevjujuran; 

e. kevbijakbevstarian; dan 
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f. kevbajikan.
48

 

 

Kevwevnangan bevrkaitan devngan provduk hukum bevrupa pevraturan 

pevrundang-undangan dalam nevgara hukum. Pevlimpahan kevwevnangan dalam 

jabatan kevnevgaraan, mevnggunakan istilah kevkuasaan, karevna kevkuasaan 

dapat mevncakup muatan levbih luas dari wevwevnang. Pada dasarnya 

pevmbevrian kevkuasaan dapat dibevdakan mevnjadi dua macam yaitu; kevkuasaan 

yang bevrsifat atributif dan devrivatif. Kevkuasaan yang diprovlevh sevcara atribusi 

(attributiev) mevnye vbabkan tevrjadinya pevmbevntukan kevkuasaan, karevna bevrasal 

dari kevadaan yang bevlum ada mevnjadi ada yang mevnyevbabkan adanya 

kevkuasaan yang baru. Kevkuasaan devrivatif (afgevlevid) adalah yang diturunkan 

atau didevrivasikan kevpada pihak lain. Pevmbevntukan kevkuasaan bisa tevrjadi 

pada saat yang bevrsamaan devngan pevmbevntukan levmbaga yang mevmprovlevh 

kevkuasaan dan bisa tevrjadi kevmudian sevsudah lahirnya levmbaga atau 

badan”.
49

 Kevwevnangan bevrsumbevr dari tiga cara, yaitu:  

a) Atribusi  

Atribusi mevrupakan pevmbevrian wevwevnang pevmevrintahan ovle vh 

pevmbuat undang-undang kevpada ovrgan pevmevrintahan. 

b) Devlevgasi  

Devlevgasi mevrupakan pevlimpahan wevwevnang pevmevrintahan dari 

satu ovrgan pevmevrintahan yang satu kev ovrgan pevmevrintahan yang 

lainnya. 
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c) Mandat  

Mandat mevrupakan pevlimpahan wevwevnang kevtika ovrgan 

pevmevrintahan mevngizinkan kevwevnangannya dijalankan ovevh ovrang 

lain atas namanya.
50

 

Sevtevlah mevmpevrovlevh kevwevnangan dari tiga sumbevr mevmpevrovlevh 

kevwevnangan tevrsevbut, barulah pevmevrintah dapat mevnjalankan 

kevwevnangannya. Kevwevnangan tevrsevbut mevrupakan suatu tindakan hukum 

dari pevmevrintah dan hanya dapat dilakukan ovlevh aparatur nevgara devngan 

tanggung jawab yang dievmban sevndiri. Sevlain itu, pevrbuatan dari aparatur 

pevmevrintahan tevrsevbut yang dilakukan sevsuai kevwevnangannya akan 

mevnimbulkan suatu akibat hukum di bidang hukum administrasi devmi 

tevrciptanya pevmevliharaan kevpevntingan nevgara dan rakyat. Hal ini sevsuai 

devngan unsur dari tindakan hukum yang dilakukan bevrdasarkan kevwevnangan 

aparatur pevmevrintahan. 

B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan 

1. Pengertian Perizinan 

Kovnsevp dasar pevrijinan adalah untuk mevngevndalikan sevtiap kevgiatan 

atau pevrilaku individu atau kovlevktivitas yang sifatnya prevvevntif adalah 

mevlalui ijin, yang mevmiliki kevsamaan sevpevrti dispevnsasi, ijin dan kovnsevsi.
51

 

Bevrdasarkan litevratur hukum administrasi Bevlanda, ditevmukan pevnyevbutan 

bevrbagai pevristilahan yang maksudnya mevnunjuk pada pevristilahan 

pevrijinan, antara lain: ijin (vevrgunning), pevrsevtujuan (tovevstevmming), 
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kevbevbasan (ovkthevffing), pevmbevbasan (vrijstevlling), pevmbatasan dan 

kevwajiban (vevrlovg), kevlovnggaran/kevringanan (dispevnsatiev), pevmbevrian kuasa, 

pevrsevtujuan (govevdkevuring) dan kovnsevnsi.
52

 Mevnurut Ardiansyah bahwa: 

Pevrizinan mevrupakan salah satu cara pevlaksanaan tugas pevngevndalian 

ovlevh pevmevrintah pada kevgiatan yang dilakukan ovlevh masyarakat. Di 

mana pevndaftaran, revkovmevndasi untuk sevrtifikasi, pevnevtapan kuovta, 

dan izin untuk mevnjalankan bisnis adalah sevmua covntovh lisevnsi 

(pevrizinan) yang biasanya harus dimiliki atau dipevrovlevh ovlevh 

ovrganisasi pevrusahaan atau individu sevbevlum ovrang yang bevrsangkutan 

dapat tevrlibat dalam suatu kevgiatan atau mevngambil tindakan.
53

 

 

Sevcara fundamevntal, suatu pevrizinan tidak muncul devngan sevndirinya 

sevcara tiba-tiba, namun idevalnya harus dilandasi ovlevh ―wevwevnang‖ yang 

tevlah dibevrikan kevpada ovtovritas publik (pevmevrintah) sevbagai pevlaksana 

amanat dari kovnstitusi. Sevsuai devngan pevrkevmbangan dinamika masyarakat, 

tugas pevmevrintah pada provsevsnya tevlah bevrkevmbang dan tidak hanya 

mevngatur dan mevngurus sevrta mevlahirkan suatu instrumevn tradisiovnal sevpevrti 

aturan yang mevngatur dan mevlarang, akan tevtapi juga munculnya instrumevn 

lain sevpevrti izin (vevrgunning), bevschikking (kevputusan), dan sanksi 

administrasi.
54

 

Pada kovntevks ini, Pevrizinan mevrupakan instrumevn hukum administrasi 

yang paling umum digunakan sevbagai bagian dari sevjumlah instrumevn 

baru. Dalam arti sevmpit, kovnsevp pevrizinan mevnevkankan pada suatu 

kevadaan yang dilarang dan tidak bovlevh dilakukan kevcuali diizinkan 

devngan syarat sevtiap pevrkara mevmiliki batas tevrtevntu. Sevhingga, sevcara 

substansi pevnovlakan pada suatu pevrizinan hanya tevrjadi jika kritevria 

yang ditevtapkan ovlevh ovtovritas tidak tevrpevnuhi dan tidak dapat dipevnuhi 

ovlevh sevsevovrang yang mevnginginkan adanya pevrizinan.
55
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Pada provsevsnya izin mevmiliki bevbevrapa kevsamaan (similarity) devngan 

dispevnsasi, kovnsevsi, dan lisevnsi devngan pevnjevlasan sevbagai bevrikut: 

a. Dispevnsasi adalah kevputusan administrasi nevgara yang 

mevmbevbaskan suatu pevrbuatan dan kevkuasaan suatu pevraturan 

yang mevnovlak pevrbuatan itu. Dispevnsasi adalah tindakan 

pevmevrintahan yang mevnyevbabkan suatu pevraturan pevrundang-

undangan mevnjadi tidak bevrlaku lagi bagi sevsuatu hal yang 

istimevwa (revlaxiov levgis). 

b. Kovnsevsi mevrupakan suatu ijin yang bevrhubungan devngan pevkevrjaan 

yang bevsar dimana kevpevntingan umum tevrlibat evrat sevkali sevhingga 

sevbevnarnya pevkevrjaan itu mevnjadi tugas pevmevrintah, tevtapi ovlevh 

pevmevrintah dibevrikan hak pevnyevlevnggaraannya kevpada pevmevgang 

ijin (kovnsevsiovnaris). Mevnurut H. D. van Wijk, “dev covnsevssievfiguur 

wovrdt vovovral gevbruikt vovovr activitevitevn van ovpevnbaar bevlangdiev dev 

o vvevhevid nievt zevlf vevrricht maar ovvevrlaat aan particulievre v 

o vndevrnevmingevn” (bevntuk kovnsevsi tevrutama digunakan untuk 

bevrbagai aktivitas yang mevnyangkut kevpevntingan umum, yang 

tidak mampu dijalankan sevndiri ovlevh pevmevrintah, lalu disevrahkan 

kevpada pevrusahaan-pevrusahaan swasta). 

c. Lisevnsi adalah suatu ijin yang mevmbevrikan hak untuk 

mevnye vlevnggarakan suatu pevrusahaan. Lisevnsi digunakan untuk 

mevnyatakan suatu ijin yang mevmpevrkevnankan sevsevovranga untuk 

mevnjalankan suatu pevrusahaan devngan ijin khusus atau istimevwa.
56

 

 

Pevrizinan yang dibevrikan kevpada badan usaha mevmiliki bevbevrapa 

fungsi. Adapun fungsi dari pevrizinan sevbagai bevrikut: 

a. Instrumevn Dalam Pevmbangunan Pevmevrintah: Fungsi ini mevmiliki 

povtevnsi untuk mevmbevrlakukan kevbijakan dan mevmbuat kevputusan 

yang mevndovrovng pevmbangunan evkovnovmi dan sovsial. Sevbaliknya, 

aturan dan kevbijakan yang dibuat ovlevh pihak bevrwevnang tevrsevbut 

juga dapat mevnghambat kevmajuan jika tevrdapat unsur-unsur yang 

kovntradiktif dalam revalisasinya. 

b. Instrumevn Dalam Mevningkatkan Kevuangan Nevgara: Fungsi ini 

bevrovrievntasi pada kevpevntingan kevuangan nevgara untuk mevmungut 

revtribusi dalam mevmpevrovlevh izin. Revtribusi izin mevrupakan bevntuk 

kovmpevnsasi atas pevmbevrian izin dan pevrizinan kevpada masyarakat, 

di mana biaya pevrizinan harus ditevtapkan mevlalui pevraturan 

pevrundang-undangan. 
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c. Instrumevn Dalam Pevlaksanaan Revgulasi: Fungsi ini bevrtindak 

sevbagai alat untuk mevngovntrovl pevrilaku anggovta masyarakat. 

Sevhingga dalam hal ini, fungsi pevrizinan adalah untuk mevngatur 

tindakan pevmevrintah kevtika kevtevntuan tevrsevbut mevmuat aturan-

aturan yang mevngikat sevmua pihak tevrkait dan pevjabat yang 

bevrwevnang.
57

 

 

Dari fungsi tevrsevbut, maka kevtevntuan pevrizinan dimaksudkan untuk 

mevngatur dan mevnevgakkan kevtevrtiban. Izin untuk tevmpat usaha, bangunan, 

dan bevntuk kevgiatan masyarakat lainnya dimaksudkan untuk tidak saling 

bevrtevntangan sevbagai fungsi pevngaturan, sevhingga dapat mevnciptakan 

kevtevrtiban sovsial. Untuk mevncevgah pevnyalahgunaan izin-izin yang tevlah 

dikevluarkan, pevnting sevkali agar fungsi revgulasi yang juga bisa disevbut 

fungsi milik pevmevrintah dapat mevmastikan bahwa sevmua izin digunakan 

sevbagaimana mevstinya. 

Suatu pevrizinan dapat bevrfungsi devngan baik dalam mevmevnuhi 

tujuannya, jika tevlah mevmevnuhi unsur-unsur sevpevrti: 

a. Adanya provsevs aplikasi yang mevmungkinkan pevmevrintah untuk 

mevmilih siapa yang dapat mevmasuki pasar (untuk 

aktivitas/pevkevrjaan dan pro vduk tevrtevntu). 

b. Pevnevrbitan suatu pevrizinan devngan syarat dan kevtevntuan yang 

mevmungkinkan pevngawasan bevrkevlanjutan atas sevkevlovmpovk 

pevmevgang izin (lisevnsi) yang diidevntifikasi tevlah mevnggunakan 

aturan yang ditevtapkan. 

c. Adanya kevkuasaan pevmantauan yang diatur dalam suatu pevrizinan 

(misalnya tugas untuk mevlapovrkan kevpada pevmevrintah sevcara 

bevrkala). 

d. Adanya sanksi yang levbih spevsifik daripada yang diatur dalam 

pevraturan umum pevrundang-undangan (mevncakup sanksi 

pevncabutan izin pada subjevk yang tidak mevmevnuhi dan mevlanggar 

kevtevntuan dalam suatu pevrizinan).
58
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Sevcara provsevdural, suatu pevrizinan ditevntukan ovlevh suatu aturan dan 

provduk hukum yang bevrlaku. Kevmudian, sevcara tevovritis ada bevbevrapa 

prinsip-prinsip umum (provsevdur) dalam pevngambilan izin, sevpevrti: 

pevrmovhovnan, kevtevrlibatan dan pevrsiapan, pevmbevrian kevputusan dan 

mevtovdovlovgi/susunan kevputusan. Namun sevcara tevovritis tevrdapat asas- asas 

umum pro vsevdur pevnevtapan izin yang mevliputi :  

a. Pevrmovhovnan. 

b. Acara pevrsiapan dan pevran. 

c. Pevmbevrian kevputusan. 

d. Susunan kevputusan.
59

 

Hukum pevrizinan mevrupakan bagian dari hukum administrasi nevgara 

atau hukum tata pevmevrintahan karevna pevran pevmevrintah dalam mevmbimbing 

dan mevngevndalikan warganya sevrta karevna salah satu tanggung jawab 

pevmevrintah adalah mevndovrovng dan mevndukung pevrkevmbangan industri baru. 

Bevntuk ko vntrovl administratif yang pevrlu dilakukan di masyarakat adalah 

kovntrovl izin yang mevmevrlukan pevnevrbitan lisevnsi untuk mevmilih kevlovmpovk 

dan lingkungannya. Biasanya, izin disevrtakan dalam surat kevputusan 

bevrsama devngan infovrmasi tevntang levmbaga pevnevrbit, pevmovhovn, dasar 

pevnevrbitan izin, batasan atau kevtevntuan yang bevrlaku, dan pevmbevritahuan 

tevrkait lainnya. Bevntuk dari pevrizinan sevcara umum mevliputi: 

a. Sevcara Tevrtulis: Izin dari pevmevrintah dianggap "tevrtulis" jika 

dikevluarkan ovlevh levmbaga tevrkait sevcara tevrtulis dan ditandatangani 

o vlevh pevjabat yang bevrwevnang dari levmbaga tevrsevbut sevsuai devngan 

izin yang diminta. 
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b. Sevcara Lisan: Pevrnyataan ovpini publik adalah covntovh bevntuk 

pevrsevtujuan vevrbal (lisan). Ovtovrisasi sevcara lisan (vevrbal) jarang 

dibevrikan ovlevh badan yang bevrwevnang dan biasanya hanya 

digunakan ovlevh ovrganisasi untuk mevlaksanakan kevgiatannya dan 

mevlapovrkan kevgiatan tevrsevbut kevpada badan yang bevrwevnang. 

Devngan devmikian, pevrsevtujuan lisan hanya bevrfungsi sevbagai 

mevkanismev pevlapovran.
60

 

 

Bevntuk-bevntuk izin yang umumnya dikevnal di sevktovr publik mevmiliki 

4 (evmpat) kritevria yang tevrdiri dari: 

a. Izin (vevrgunning): mevmpevrluas kevgiatan di bawah pevraturan izin 

yang tevrutama dimovtivasi ovlevh kevinginan para pevmbuat 

undangundang untuk mevmbangun atau mevmulihkan suatu 

kevtevrtiban atau mevnyingkirkan sevmacam kevadaan yang tidak 

diinginkan. 

b. Dispevnsasi: pevngevcualian atau pevmbatalan aturan/kevtevntuan 

standar (umum) untuk mevngakovmovdasi situasi luar biasa (kovndisi 

tevrtevntu). 

c. Lisevnsi: izin yang dibevrikan ovlevh pevmevrintah dalam pevnyevdiaan 

layanan yang mevmevrlukan pevrizinan sevpevrti pevmbevrian izin untuk 

mevrevlovkasi individu atau bisnis. 

d. Kovnsevnsi: izin khusus untuk jevnis pevrusahaan pindahan tevrtevntu 

yang mevmiliki hak istimevwa sevcara umum.
61

 

 

Pada dasarnya izin mevrupakan kevputusan pevjabat/badan tata usaha 

nevgara yang bevrwevnang, yang mevmiliki sifat diantaranya: 

a. Izin bevrsifat bevbas  

izin sevbagai kevputusan tata usaha nevgara yang pevnevrbitannya tidak 

tevrikat pada aturan dalam hukum tevrtulis sevrta ovrgan yang 

bevrwevnang dalam izin mevmiliki kadar kevbevbasan yang bevsar dalam 

mevmutuskan pevmbevrian izin. 

b. Izin bevrsifat tevrikat  

izin sevbagai kevputusan tata usaha nevgara yang pevnevrbitannya 

tevrikat pada aturan dan hukum tevrtulis sevrta ovrgan yang bevrwevnang 

dalam ijin kadar kevbevbasannya dan wevwevnangnya tevrgantung pada 

kadar sevjauh mana pevraturan pevrundang-undangan mevngaturnya. 

c. Izin yang bevrsifat mevnguntungkan  

izin yang mevmpunyai sifat mevnguntungkan pada yang 

bevrsangkutan, yang bevrarti yang bevrsangkutan dibevrikan hak-hak 
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atau pevmevnuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa kevputusan 

tevrsevbut. 

d. Izin yang bevrsifat mevmbevratkan  

Izin yang mevmbevrikan bevban kevpada ovrang lain atau masyarakat di 

sevkitarnya dan mevngandung unsur-unsur mevmbevratkan dalam 

bevntuk kevtevntuan-kevtevntuan yang bevrkaitan padanya. 

e. Izin yang sevgevra bevrakhir izin yang mevnyangkut tindakan-tindakan 

yang akan sevgevra bevrakhir atau izin yang masa bevrlakunya revlatif 

pevndevk. 

f. Izin yang bevrlangsung lama izin yang mevnyangkut tindakan-

tindakan yang bevrakhirnya/ masa bevrlakunya revlatif levbih lama. 

g. Izin yang bevrsifat pribadi izin yang isinya tevrgantung pada sifat/ 

kualitas pribadi dan pevmovhovn izin. 

h. Izin yang bevrsifat kevbevndaan izin yang isinya tevrgantung pada sifat 

dan ovbjevk izin.
62

 

 

Bevrdasarkan pevndapat di atas, maka pevrizinan adalah salah satu bevntuk 

pevlaksanaan fungsi pevngaturan dan bevrsifat pevngevndalian yang dimiliki ovlevh 

pevmevrintah tevrhadap kevgiatan-kevgiatan yang dilakukan ovlevh masyarakat. 

Pevrizinan dapat bevrbevntuk pevndaftaran, revkovmevndasi, sevrtifikasi, pevnevntuan 

kuovta dan ijin untuk mevlakukan sevsuatu usaha yang biasanya harus dimiliki 

atau sevsevo vrang sevbevlum yang bevrsangkutan dapat mevlakukan suatu kevgiatan 

atau tindakan. 

2. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Berbasis Risiko 

Pevrizinan bevrusaha bevrbasis revsikov adalah pevrizinan bevrusaha 

bevrdasarkan tingkat revsikov kevgiatan usaha.
63

 Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis 

Risikov adalah pevrizinan bevrusaha yang dibevrikan kevpada pevlaku usaha untuk 

mevmulai dan mevnjalankan kevgiatan usahanya yang dinilai bevrdasarkan 

tingkat risikov kevgiatan usaha. Tingkat Risikov adalah povtevnsi tevrjadinya suatu 

bahaya tevrhadap kevsevhatan, kevsevlamatan, lingkungan, pevmanfaatan sumbevr 

                                                           
62

 Vera Rimbawani Sushanty, Op.Cit., hlm. 24-25 
63

 Siti Kotijah, Op.Cit., hlm. 84 



 
 

37 
 

daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk kev dalam katevgovri Revndah, 

Mevnevngah, atau Tinggi.
64

 

Pevrizinan bevrbasis revsikov (risk-basevd licevnsing) mevrupakan pevrubahan 

dari movdevl bevrbasis izin biasa (licevnsev approvach). Tujuannya untuk 

mevnye vdevrhanakan pevrizinan bevrusaha di Indovnevsia. Pevndevkatan sevpevrti ini 

mevmbuat pevmevrintah mevmbevrikan izin bevrdasarkan tingkatan revsikov dan 

ancaman lingkungan evkstevrnal dari suatu kevgiatan usaha. Ko vnsevkuevnsinya, 

pevmevrintah mevmbevrikan kevpevrcayaan kevpada tiap pevlaku usaha untuk 

mevlakukan kevgiatan usaha sevsuai standar risikov yang tevlah ditevtapkan 

pevmevrintah.
65

 

Sevhubungan devngan evra pevnye vlevnggaraan pevrizinan bevrusaha bevrbasis 

revsikov mevliputi: 

a. Pevngaturan pevrizinan bevrusaha barbasis revsikov; 

b. Novrma, standar, dan kritevria pevrizinan bevrusaha bevrbasis revsikov; 

c. Pevrizinan bevrusaha bevrbasis revsikov mevlalui layanan sistevm OvSS; 

d. Tata cara pevngawasan pevrizinan bevrusaha bevrbasis revsikov; 

e. E vvaluasi dan revfovrmasi kevbijakan pevrizinan bevrusaha bevrbasis 

revsikov; 

f. Pevndanaan pevrizinan bevrusaha bevrbasis revsikov; 

g. Pevnyevlevsaian pevrmasalahan dan hambatan pevrizinan bevrusaha 

bevrbasis revsikov; dan 

h. Sanksi.
66

 

 

Tujuan pevnye vlevnggaraan pevrizinan bevrusaha bevrbasis revsikov untuk 

mevningkatkan evkovsistevm invevstasi dan kevgiatan bevrusaha mevlalui: 

a. Pevlaksanaan pevnevrbitan pevrizinan bevrusaha sevcara evfevktif dan 

sevdevrhana; dan 
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b. Pevngawasan kevgiatan usaha yang transparan, tevrstruktur, dan dapat 

dipevrtanggungjawabkan sevsuai devngan kevtevntuan pevraturan 

pevrundang-undangan.
67

 

Pevrizinan bevrbasis risikov mulai ditevrapkan sevtevlah dibevntuknya 

Undang-Undang Cipta Kevrja yaitu Undang-Undang Novmovr 11 Tahun 2020. 

Bevrdasarkan kevtevntuan dalam Pasal 7  Undang-Undang Novmovr 11 Tahun 

2020 tevntang Cipta Kevrja diatur bahwa "Pevrizinan dilakukan bevrdasarkan 

pevnevtapan tingkat risikov dan pevringkat skala usaha”. bagian pevnjevlasan, 

tingkat risikov ini adalah povtevnsi tevrjadinya bahaya tevrhadap kevsevhatan 

hingga lingkungan. Itu sevbabnya, sevbevlum mevndapatkan izin, ada pevnilaian 

tevrhadap povtevnsi bahayanya dari bisnis yang dilakukan invevstovr. Pevnilaian 

ini akan mevncakup lima aspevk, yaitu kevsevhatan, kevsevlamatan, lingkungan, 

pevmanfaatan dan pevngevlovlaan sumbevr daya, dan risikov vovlatilitas. Adapun 

pevmbagian tingkat risikov dalam Pevrizinan Bevrbasis Risikov sevbagai bevrikut: 

a. Bisnis Risikov Revndah  

Izin yang dibutuhkan hanya satu yaitu Novmovr Induk Bevrusaha 

(NIB). Hal tevrsevbut mevrupakan bukti revgistrasi pevlaku bisnis untuk 

mevlakukan usaha dan idevntitas atas usahanya tevrsevbut, namun UU 

Ovmnibus Law bevlum mevnjevlaskan covntovh bisnis risikov revndah itu 

sevpevrti apa. 

b. Bisnis Risikov Mevnevngah  

Pevmevrintah mevmbagi dalam dua kevlovmpovk. Pevrtama, mevnevngah 

revndah yaitu sevpevrti wisata agrov dan jasa manajevmevn hovtevl. Izinnya 

hanya dua yaitu NIB dan pevrnyataan sevrtifikat standar. artinya, 

hanya mevmevrlukan pevrnyataan pevlaku usaha bahwa bisnisnya tevlah 

mevmevnuhi standar. Kevdua mevnevngah tinggi sevpevrti industri mevsin 

pevndingin dan industri kovnstruksi bevrat siap pasang dari baja untuk 

bangunan. Izinnya dua yaitu NIB dan pevmevnuhan sevrtifikat standar 

yaitu ada kevwajiban standar yang pevrlu dipevnuhi. Jika kevdua jevnis 

bisnis tevrsevbut mevmevrlukan standarisasi provduk, maka pevmevrintah 
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pusat yang akan mevnevrbitkannya bevrdasarkan hasil vevrifikasi. 

Standarisasi provduk wajib dipevnuhi pevlaku bisnis sevbevlum 

barangnya dipasarkan. 

c. Bisnis Risikov Tinggi  

Izinnya tevtap dua yaitu NIB dan izin yaitu pevrsevtujuan dari 

pevmevrintah pusat untuk mevmulai usaha. Jika mevmevrlukan 

standarisasi provduk, maka pevlaku usaha wajib untuk mevmiliki 

sevrtifikat standar yang ditevrbitkan pevmevrintah pusat sevbevlum 

barangnya dipasarkan.
68

 

 

Pevrsyaratan dasar pevrizinan bevrusaha bevrbasis revsikov mevliputi 

kevsevsuaian kevgiatan pevmanfaatan ruang, pevrsevtujuan lingkungan, 

pevrsevtujuan bangunan gevdung, dan sevrtifikasi layak fungsi, sevmua itu 

mevngacu pada kevtevntuan pevraturan pevrundang-undang bidang masing-

masing.
69

 Bevrdasarkan pevndapat di atas, maka Ovnlinev Singlev Submissiovn 

Risk Basevd Approvach (OvSS-RBA) atau Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risikov 

adalah pevrizinan bevrusaha yang dibevrikan kevpada pevlaku usaha untuk 

mevmulai dan mevnjalankan kevgiatan usahanya yang dinilai bevrdasarkan 

tingkat risikov kevgiatan usaha. 

Pevmevrintah tevlah mevmiliki 51 pevraturan pevlaksanaan Undang-Undang 

Novmovr 11 Tahun 2020 tevntang Cipta Kevrja (UU Cipta Kevrja). Hal mevndasar 

yang diatur dalam PP dan Pevrprevs tevrsevbut adalah pevrubahan untuk 

kevmudahan dan kevpastian dalam pevrizinan sevrta pevrluasan bidang untuk 

invevstasi, sevjalan devngan maksud dan tujuan UU Cipta Kevrja. Hal itu akan 

dapat mevmpevrluas lapangan kevrja baru, dan diharapkan akan mevnjadi upaya 

Pevmevrintah mevngungkit evkovnovmi akibat pandevmi Covvid-19. Sevbab, 

pevrtumbuhan evkovnovmi nasiovnal ditargevtkan sevbevsar 5,3 pevrsevn pada tahun 
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2021. UU Cipta Kevrja yang bevrkaitan devngan pevrizinan dan kevgiatan usaha 

sevktovr mevrupakan upaya revfovrmasi dan devrevgulasi yang mevnyevsuaikan 

devngan pevrkevmbangan evkovnovmi dan tevknovlovgi infovrmasi. 

Pevnevrapan pevrizinan bevrusaha bevrbasis risikov mevngubah pevndevkatan 

kevgiatan bevrusaha dari bevrbasis izin kev bevrbasis risikov (Risk Basevd 

Approvach) devngan rincian sevbagai bevrikut: 

a. Hasil RBA atas 18 sevktovr kevgiatan usaha (1.531 KBLI) sevbanyak 

2.280 tingkat risikov, yaitu: Risikov Revndah (RR) sevbanyak 707 (31 

pevrsevn), Risikov Mevnevngah Revndah (RMR) sevbanyak 458 (20,09 

pevrsevn), Risikov Mevnevngah Tinggi (RMT) sevbanyak 670 (29,39 

pevrsevn), dan Risikov Tinggi (RT) sevbanyak 445 (19,52 pevrsevn). 

b. Bevrdasarkan hasil RBA, maka pevnevrapan Pevrizinan Bevrusaha 

bevrdasarkan risikov dilaksanakan sevbagai bevrikut: RR hanya Novmovr 

Induk Bevrusaha (NIB), RMR devngan NIB + Sevrtifikat Standar 

(Pevrnyataan), RMT devngan NIB + Sevrtifikat Standar (Vevrifikasi), 

dan RT devngan NIB + Izin (Vevrifikasi). 

c. Sistevm mevlalui Ovnlinev Singlev Submissiovn (OvSS) yakni: untuk RR 

& RMR akan dapat sevlevsai di OvSS dan dilakukan pevmbinaan sevrta 

pevngawasan, sevdangkan untuk RMT dan RT dilakukan 

pevnye vlevsaian NIB di OvSS sevrta dilakukan vevrifikasi syarat/standar 

o vlevh kevmevntevrian/levmbaga/daevrah dan dilaksanakan pevngawasan 

tevrhadapnya. 



 
 

41 
 

d. 51 pevrsevn kevgiatan usaha cukup disevlevsaikan mevlalui OvSS, 

tevrmasuk di dalamnya adalah kevgiatan UMK.
70

 

Bevrdasarkan pevndapat tevrsevbut, maka pevrizinan bevrbasis risikov adalah 

levgalitas yang dibevrikan kevpada pevlaku usaha untuk mevmulai dan 

mevnjalankan usaha atau kevgiatannya. Pevnye vlevnggraan pevrizinan bevrusaha 

bevrbasis risikov ini mevrupakan salah satu upaya pevmevrintah dalam rangka 

pevningkatan evkovsistevm invevstasi kevgiatan bevrusaha. Pevmbevrian izin 

dilakukan devngan sistevm evlevktrovnik yaitu devngan Ovnlinev Singlev Submissiovn 

Risk Basevd Approvach (sevlanjutnya disevbut sevbagai OvSS-RBA). 
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BAB III 

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN 

BERBASIS RISIKO BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR  

JAMBI NOMOR 31 TAHUN 2021 

A. Mekanisme Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur 

Jambi Nomor 31 Tahun 2021 

 

Pada hakevkatnya pevrizinan bevrusaha bevrbasis revsikov dilakukan 

bevrdasarkan pevnevtapan tingkat revsikov dan pevringkat skala kevgiatan usaha 

mevliputi UMKM dan/atau usaha bevsar. Pevnevtapan tingkat revsikov ini, 

bevrdasarkan hasil analisa revsikov yang sudah dilakukan. Analisa revsikov wajib 

dilakukan sevcara transparan (jevlas), akuntabevl (dapat 

dipevrtanggungjawabkan), dan mevngevdapankan prinsip kevhati-hatian 

bevrdasarkan data dan/atau pevnilian provfevssiovnal.  

Pevrizinan bevrbasis risikov adalah pevrubahan dari pevrizinan bevrbasis izin 

usaha. Dasar hukum dari pevnye vlevnggaraan pevrizinan bevrbasis risikov sevbagai 

bevrikut: 

a. Undang-Undang Novmovr 25 Tahun 2007 tevntang Pevnanaman 

Movdal. 

b. Undang-Undang Novmovr 11 Tahun 2020 tevntang Cipta Kevrja. 

c. Pevraturan Pevmevrintah Novmovr 6 Tahun 2021 tevntang 

Pevnyevlevnggaraan Pevrizinan Bevrusaha di Daevrah. 

d. Pevraturan Pevmevrintah Novmovr 5 Tahun 2021 tevntang 

Pevnyevlevnggaraan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Revsiko v. 
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e. Pevraturan Prevsidevn Novmovr 9 Tahun 2007 tevntang Badan 

Kovovrdinasi Pevnanaman Movdal, dirubah bevbevrapa kali, devngan 

Pevrprevs Nov. 24 Tahun 2020 tevntang Pevrubahan Kevdua atas 

Pevraturan Prevsidevn Nov. 90 Tahun 2007 tevntang Badan Kovovrdinasi 

Pevnanaman Movdal. 

f. Pevraturan Prevsidevn Novmovr 97 Tahun 2014 tevntang 

Pevnyevlevnggaraan Pevlayanan Tevrpadu Satu Pintu. 

g. Pevraturan Prevsidevn Novmovr 10 Tahun 2021 tevntang Bidang Usaha 

Pevnanaman Movdal. 

h. Pevraturan Badan Kovovrdinasi Pevnanaman Movdal No vmovr 4 Tahun 

2020 tevntang Pevnanaman Movdal. 

i. Pevraturan Badan Kovovrdinasi Pevnanaman Movdal No vmovr 3 Tahun 

2021 tevntang Sistevm Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Revsikov 

Tevrintevgrasi Sevcara Evlevktro vnik. 

j. Pevraturan Badan Kovovrdinasi Pevnanaman Movdal No vmovr 4 Tahun 

2021 tevntang Pevdovman dan Tata Cara Pevlayanan Pevrizinan 

Bevrusaha Bevrbasis Revsikov dan Fasilitas Pevnanaman Movdal. 

Tingkat revsikov yang sudah ditevtapkan ini, dalam tahap implevmevntasi 

mevnevntukan jevnis pevrizinan bevrusaha yang dilakukan ovlevh pevlaku usaha. 

Pada pevlaksanaan analisis revsikov yang dilakukan pevmevrintah pusat mevliputi: 

a. Pevngindevntifikasi kevgiatan usaha 

Pada provsevs ini, aspevk yang dinilai adalah kevsevhatan, kevsevlamatan, 

lingkungan, dan pevmanfaatan dan pevngevlovlaan sumbevr daya. 

b. Pevnilian tingkat bahaya 

Pevnilian ini tevrgantung pada tingkat bahaya, dimana dapat 

mevncakup aspevk lainnya sevsuai devngan sifat kevgiatan usaha. 
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Pevnilian tingkat bahaya mevmpevrhitungkan: jevnis kevgiatan usaha, 

kritevria kevgiatan usaha, lovkasi kevgiatan usaha, kevtevrbatasan sumbevr 

daya, dan revsikov vovlatilitas. 

c. Pevnilian povtevnsi tevrjadinya bahaya 

Pevnilian ini mevliputi hampir mungkin tevrjadi, kevmungkinan kevcil 

tevrjadi, kevmungkinan tevrjadi, atau hampir pasti tevrjadi. 

d. Pevnevtapan tingkat revsiko v dan pevningkatan skala usaha; dan 

Pevnilian ini pada tingkat bahaya dan povtevnsi tevrjadi bahaya. 

e. Pevnevtapan jevnis pevrizinan bevrusaha.
71

 

 

Pevnevtapan tingkat risikov dalam kevgiatan usaha ditevtapkan devngan 

mevnevtapkan kovnsevp risikov maksimum (maximum risk) atau sevluruh kritevria 

yang digunakan dalam provsevs analisis risikov, sevhingga tidak ada revsikov yang 

tevrabaikan pada saat mevnevtapkan jevnis pevrizinan usaha. Adapun tujuan dan 

manfaat pevnevrapan pevrizinan bevrusaha adalah untuk mevmulai dan 

mevnjalankan kevgiatan usaha yang dinilai bevrdasarkan tingkat revsikov 

kevgiatan usaha, sevhingga masing-masing pihak bisa mevngevndalikan dan 

mevngawasi tingkat risikov dari usaha yang dijalankan. 

Pevlayanan pevrizinan bevrusaha bevrbasis revsikov mevnjadi salah 

kevwevnangan yang dimiliki ovlevh pevmevrintah provvinsi, tevrmasuk pevmevrintah 

Provvinsi Jambi. Pada hal ini gubevrnur sevlaku kevpala daevrah provvinsi 

mevndevlevgasikan kevwevnangan tevrsevbut kevpada DPMPTSP Provvinsi Jambi. 

Pevndevlevgasian ini dilakukan bevrdasarkan amanat dari Pasal 4 ayat (1) 

Pevraturan Pevmevrintah Novmovr 6 Tahun 2021 tevntang Pevnyevlevnggaraan 

Pevrizinan di Daevrah yang mevnyatakan bahwa “Gubevrnur mevndevlevgasikan 

kevwevnangan Pevmevrintah Daevrah pro vvinsi dalam Pevnye vlevnggaraan Pevrizinan 

Bevrusaha di Daevrah kevpada kevpala DPMPTSP provvinsi”. Pevndevlevgasian ini 
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dibevrikan karevna DPMPTSP mevrupakan levmbaga pevnyevlevnggaraan 

pevrizinan yang ada di wilayah Provvinsi Jambi. 

Info vrmasi ini sevbagaimana hasil wawancara devngan staf bidang 

pevrizinan DPMPTSP Provvinsi Jambi yang mevnyatakan bahwa: 

Tevrkait devngan pevrizinan bevrbasis risikov itu mevrupakan pevrubahan dari 

pevrizinan bevrbasis izin yang ditevrapkan sevtevlah adanya Undang-

Undang Cipta Kevrja. Jadi izin bevrbasis revsikov mevmang mevnjadi salah 

satu kevwevnangan dari pevmevrintah Provvinsi Jambi, tapi dalam 

pevlaksanaannya itu didevlevgasikan kevpada DPMPTSP. Pevndevlevgasian 

ini juga sevsuai yang diatur dalam Pevraturan Pevmevrintah Novmovr 6 

Tahun 2021.
72

 

 

Bevrdasarkan hasil wawancara tevrsevbut, pevnulis mevnganalisa bahwa 

pevnye vlevnggaraan pevrizinan bevrusaha bevrbasis risikov di Provvinsi Jambi tevlah 

dilaksanakan sevsuai devngan pevraturan pevrundang-undangan yang bevrlaku. 

Hal ini dikarevnakan gubevrnur sevlaku kevpala daevrah tevlah mevngamanatkan 

aturan dalam Undang-Undang Novmovr 11 Tahun 2020 tevntang Cipta Kevrja, 

sevrta mevngimplevmevntasikan Pasal 4 ayat (1) Pevraturan Pevmevrintah Novmovr 6 

Tahun 2021 tevntang Pevnyevlevnggaraan Pevrizinan di Daevrah devngan 

mevndevlevgasikan kevwevnangan tevrsevbut kevpada DPMPTSP Provvinsi Jambi. 

Artinya sevluruh pihak pevlaksana tevlah mevlakukan kovmunikasi dan 

kovovrdinasi yang baik dalam mevlaksanakan pevlayanan pevrizinan bevrbasis 

risikov ini. 

Pevndevlevgasian wevwevnang dari gubevrnur kevpada DPMPTSP Provvinsi 

Jambi tevrkait devngan pevnye vlevnggaraan pevrizinan bevrbasis risikov juga 

dipevrtevgas devngan cara pevmevrintah mevnevtapkan pevraturan daevrah yang 
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mevngatur mevngevnai pevndevlevgasian kevwevnangan, yaitu Pevraturan Gubevrnur 

Jambi Novmovr 31 Tahun 2021 tevntang Pevndevlevgasian Wevwevnang 

Pevnyevlevnggaraan Pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risikov dan 

Novnpevrizinan Kevpada Kevpala Dinas Pevnanaman Movdal dan Pevlayanan 

Tevrpadu Satu Pintu. 

Tujuan dari ditevtapkannya Pevraturan Gubevrnur Jambi Novmovr 31 

Tahun 2021 sevbagai bevrikut: 

1. Mevmbevrikan kevpastian hukum dalam bevrusaha, mevnjaga kualitas 

Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risikov dan Novnpevrizinan yang dapat 

dipevrtanggungjawabkan; 

2. Mevlaksanakan tugas, fungsi, hak dan kevwajiban pevnye vlevnggaraan 

Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risikov dan Novnpevrizinan tevrmasuk 

pevnandatanganan baik sevcara evlevktrovnik tevrintevgrasi maupun 

manual; dan 

3. Mevmbevrikan landasan hukum kevpada Kevpala DPMPTSP dalam 

pevnye vlevnggaraan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risikov dan 

Novnpevrizinan yang mevnjadi kevwevnangannya. 

Pevraturan Gubevrnur Jambi No vmovr 31 Tahun 2021 dimaksudkan untuk 

mevndovrovng kevmudahan bevrusaha yang didukung devngan pevmbevrian 

pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risikov dan Novnpevrizinan yang 

cevpat, mudah, transparan, pasti, sevdevrhana, tevrjangkau, provfevssiovnal sevrta 

bevrintevgritas. Sevlain itu, pevndevlevgasian kevwevnangan ini juga bevrtujuan untuk 

mevngovptimalisasikan pevlaksanaan pevnyevlevnggaraan pevrizinan bevrusaha di 
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daevrah sevrta mevnjaga kualitas pevrizinan bevrusaha bevrbasis risikov dan 

novnpevrizinan pevrlu dilakukan pevndevlevgasian kevwevnangan pevnyevlevnggaraan 

pevrizinan. 

Hasil wawancara devngan staf bidang pevrizinan DPMPTSP Provvinsi 

Jambi yang mevnyatakan bahwa: 

Mevkanismev pevndevlevgasian kevwevnangannya itu tidak hanya 

bevrpevdovman pada Pevraturan Pevmevrintah, tevtapi juga bevrpevdovman pada 

pevraturan daevrah yaitu Pevraturan Gubevrnur Novmovr 31 Tahun 2021. 

Jadi dalam pevraturan gubevrnur tevrsevbut ada bevbevrapa povint yang 

mevnjadi kevwevnangan dari DPMPTSP, dimana kevwevnangan itu 

dibevrikan ovlevh gubevrnur kevpada DPMPTSP. Sevlain kevwevnangan, ada 

juga kevwajiban yang harus dilakukan dan hal-hal yang mevmang 

mevnjadi tanggungjawab DPMPTSP.
73

 

 

Bevrdasarkan hasil wawancara tevrsevbut, maka pevnulis mevnganalisa 

bahwa mevkanismev pevndevlevgasian wevwevnang pevnyevlevnggaraan pevlayanan 

pevrizinan bevrusaha bevrbasis risiko v bevrdasarkan Pevraturan Gubevrnur Jambi 

Novmovr 31 Tahun 2021 dilakukan devngan tevrlevbih dahulu bevrpevdovman pada 

pevraturan pevrundang-undangan yang levbih tinggi. Adapun pevraturan 

pevrundang-undangan yang dimaksud adalah: 

1. Undang-Undang Novmovr 23 Tahun 2014 tevntang Pevmevrintahan 

Daevrah. 

2. Undang-Undang Novmovr 11 Tahun 2020 tevntang Cipta Kevrja. 

3. Undang-Undang Novmovr 30 Tahun 2014 tevntang Administrasi 

Pevmevrintahan. 
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4. Pevraturan Pevmevrintah Novmovr 5 Tahun 2021 tevntang 

Pevnyevlevnggaraan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risiko v. 

5. Pevraturan Pevmevrintah Novmovr 6 Tahun 2021 tevntang 

Pevnyevlevnggaraan Pevrizinan Bevrusaha di Daevrah. 

6. Pevraturan Mevntevri Dalam Nevgevri Novmovr 25 Tahun 2021 tevntang 

Dinas Pevnanaman Movdal dan Pevlayanan Tevrpadu Satu Pintu. 

7. Pevraturan Daevrah Provvinsi Jambi Novmovr 8 Tahun 2016 tevntang 

Pevmbevntukan dan Susunan Pevrangkat Daevrah Provvinsi Jambi. 

8. Pevraturan Gubevrnur Jambi Novmovr 31 Tahun 2021 tevntang 

Pevndevlevgasian Wevwevnang Pevnyevlevnggaraan Pevlayanan Pevrizinan 

Bevrusaha Bevrbasis Risikov dan Novnpevrizinan Kevpada Kevpala Dinas 

Pevnanaman Movdal dan Pevlayanan Tevrpadu Satu Pintu. 

Sevtevlah mevnevtapkan pevdo vman dan dasar hukum dalam 

pevnye vlevnggaraan pevrizinan bevrbasis risikov, maka mevkanismev bevrikutnya 

adalah gubevrnur Provvinsi Jambi mevndevlevgasikan povint-povint yang mevnjadi 

kevwevnangan dari kevpala DPMPTSP. Pevndevlevgasian mevrupakan suatu 

pevlimpahan wevwevnang yang dibevrikan ovlevh Gubevrnur kevpada kevpala 

DPMPTSP. Adanya devlevgasi ini, maka tanggungjawab dan tanggunggugat 

tevrkait devngan pevlayanan pevrizinan bevrbasis revsikov bevralih dari gubevrnur 

kevpada kevpala DPMPTSP Provvinsi Jambi. Artinya sevluruh badan usaha 

yang ingin mevngurus izin bevrbasis risikov dapat dilakukan di DPMPTSP 

Provvinsi Jambi, baik itu usaha pevrsevovrangan, badan usaha, maupun 

pevrusahaan.  
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Pevndevlevgasian bevbevrapa bevntuk kevwevnangan tevrkait pevrizinan bevrbasis 

revsikov ini bevrtujuan agar pevlaksanaan pevrizinan mevnjadi levbih mudah dan 

pevmbagian kevwevnangan mevnjadi levbih mevrata antara kevpala daevrah devngan 

badan atau pevjabat daevrah yang ada di bawahnya. Sevtevlah itu, ada pula 

bevbevrapa kevwajiban yang harus dilakukan ovlevh DPMPTSP dalam pevlayanan 

pevrizinan bevrbasis risikov ini. Adanya pevndevlevgasian ini maka sevluruh pevrihal 

pevrizinan, tevrmasuk izin bevrbasis risikov mevnjadi tanggungjawab dari 

DPMPTSP.  

Bevrdasarkan kevwevnangan tevrsevbut, maka saat ini jumlah usaha yang 

tevlah mevndapat izin bevrbasis risiko v dari DPMPTSP Provvinsi Jambi tahun 

2020-2023 sevbanyak 87.703 usaha, baik itu usaha pevrsevovrangan maupun 

badan usaha atau pevrusahaan.
74

 Salah satu covntovh pevrusahaan pevrsevovrangan 

yang tevlah mevndapat izin bevrbasis risikov dari DPMPTSP Provvinsi Jambi 

adalah usaha Sukamawati di Kabupatevn Muarov Jambi yang bevrgevrak di 

bidang industri makanan dan minuman. Sevlanjutnya pevrusahaan yang sudah 

mevmevgang izin usaha bevrbasis revsikov adalah PT. Evlang Laut Nusantara yang 

bevrgevrak di bidang lovgistik dan PT. Tanjung Batang Asam yang bevrgevrak di 

bidang pevrtambangan.
75

 Artinya izin usaha bevrbasis risikov ini tidak hanya 

dibevrikan kevpada pevrusahaan di bidang evnevrgi dan sumbevr daya minevral, 

mevlainkan sevluruh bevntuk usaha yang ada di wilayah Provvinsi Jambi. 

Tujuannya adalah masing-masing usaha mevmpevrhatikan dampak dari 
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kevgiatan usaha yang dilakukan, sevhingga bisa mevngevndalikan dampak 

tevrsevbut devngan baik. 

Pevnyevlevnggaraan pevlayanan pevrizinan usaha bevrbasis risikov juga 

dilakukan devngan bevbevrapa tahapan atau mevkanismev. Hal ini sevsuai hasil 

wawancara devngan staf bidang pevrizinan DPMPTSP Provvinsi Jambi yang 

mevnyatakan bahwa: 

Sevlain kevwevnangan tadi yang mevlalui mevkanismev, pevlayanan pevrizinan 

bevrbasis risikov ini juga ada mevkanismevnya. Jadi saat ini pevndaftaran 

pevrmovhovnan izin bevrbasis risikov itu mevlalui sistevm OvSS, kevmudian 

nanti akan di approve ovlevh levmbaga OvSS. Nah sevtevlah didata dan 

mevndapat levgalitas, maka akan dianalisis revsikovnya untuk sevlanjutnya 

ditevrbitkan izin usaha tevrsevbut.
76

 

 

Lingkup dari pevrizinan usaha bevrbasis risikov yang mevnjadi 

kevwevnangan DPMPTSP Provvinsi Jambi adalah adalah sevluruh usaha yang 

ada di Pro vvinsi Jambi, baik itu usaha bevsar atau UMKM, sevpevrti PT, CV, 

Kovpevrasi, usaha pevrsevovrangan, UMKM dan lain sevbagainya. Adapun pihak-

pihak yang dapat mevngajukan pevrizinan bevrbasis risikov ini adalah: 

1. Pevlaku usaha ovrang pevrsevo vrangan. 

2. Pevlaku usaha badan usaha. 

3. Pevlaku usaha kantovr pevrwakilan. 

4. Badan usaha luas nevgevri. 

Pevlayanan pevrizinan usaha bevrbasis risikov dilakukan mevlalui sistevm 

yang tevrintevgrasi sevcara evlevktrovnik yaitu sistevm Ovnlinev Singlev Submissiovn 

yang sevlanjutnya disevbut devngan sistevm OvSS. Sistevm OvSS adalah sistevm 
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Pevrizinan Bevrusaha yang ditevrbitkan ovlevh Levmbaga OvSS untuk dan atas 

nama Mevntevri, pimpinan Levmbaga, Gubevrnur, Bupati/Walikovta kevpada 

pevlaku usaha mevlalui sistevm evlevktrovnik yang tevrintevgrasi. 

Mevkanismev pevnyevlevnggaraan pevlayanan pevrizinan bevrusaha bevrbasis 

risikov di DPMPTSP Provvinsi Jambi sevbagai bevrikut: 

1. Pevndaftaran/revgistrasi 

Pevndaftaran pevrizinan ini dilakukan ovlevh masing-masing 

badan usaha maupun pevrsevovrangan mevlalui sistevm OvSS. 

Pevndaftaran ini dilakukan devngan tujuan untuk mevmpevrovlevh hak 

aksevs devngan mevnggunakan NIK ev-KTP maupun paspovr dan 

novmovr pevngevsahan badan usaha dan dasar hukum pevmbevntukan. 

2. Levgalitas 

Mevkanismev bevrikutnya tevrkait devngan levgalitas atau 

kevabsahan dari suatu usaha. Levgalitas ini tevrbagi mevnjadi dua, 

yaitu: 

a. Levgalitas pevlaku usaha novn pevrsevovrangan bevrupa akta 

pevndirian dan no vmovr pevngevsahan. 

b. Levgalitas untuk pevrsevovrangan mevnggunakan NIK ev-

KTP. 

3. Pevndataan 

Pevndataan ini bevrupa pevngisian data-data yang dipevrlukan 

dalam pevngurusan pevrizinan bevrbasis risikov ini. Adapun 

mevkanismev pevndataan sevbagai bevrikut: 



 
 

52 

 

a. Pevngisian devtail data provye vk. 

b. Pevngisian data tevrsevbut mevliputi Klasifikasi Baku 

Lapangan Usaha Indovnevsia (KBLI) 5 digit, revncana 

alovkasi usaha, jevnis API, aksevs kevpabevanan, BPJS, 

WLKP, provduk/jasa, kapasitas, jumlah tevnaga kevrja, 

revncana nilai invevstasi, SNI atau sevrtifikat halal bagi 

usaha yang bevrgevrak di bidang makanan, minuman, 

kovsmevtik dan lain sevbagainya. 

4. Analisis risikov 

Mevkanismev bevrikutnya adalah analisis risikov. Analisis risikov 

ini untuk mevngevtahui tingkat bahaya devngan nilai povtevnsi 

tevrjadinya bahaya. Pada sistevm OvSS, analisis risikov dilakukan 

bevrdasarkan pevnilaian tingkat bahaya, pevnilaian povtevnsi tevrjadinya 

bahaya, tingkat risikov dan pevringkat skala usaha kevgiatan usaha. 

Adapun tingkat risikov yang diklasifikasikan dalam pevmbevrian izin 

bevrbasis risikov ini sevbagai bevrikut: 

a. Risikov revndah 

Usaha devngan risikov revndah adalah usaha 

pevrdagangan evcevran ataupun bevsar pada umumnya. 

Usaha devngan risikov revndah cukup mevlakuka 

pevndaftaran di sistevm OvSS untuk mevndapatkan Novmovr 

Induk Bevrusaha (NIB). 
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b. Risikov mevnevngah revndah 

Usaha devngan risikov mevnevngah revndah adalah 

usaha kevbanyakan pada bidang industri makanan. 

Kevgiatan usaha devngan risikov mevnevngah revndah, jevnis 

bevrrusahanya adalah  NIB dan Sevrtifikat Standar. 

c. Risikov mevnevngah tinggi 

Usaha risikov mevnevngah tinggi ada pda 

kevbanyakan bidang usaha kovnstruksi dan juga bidang 

kevsevhatan. Usaha tingkat risikov mevnevngah tinggi jevnis 

bevrrusahanya adalah  NIB dan Sevrtifikat Standar. 

d. Risikov tinggi 

Usaha risikov tinggi adalah usaha devngan 

tantangan tinggi, sevpevrti pevrtambangan, kevgiatan rumah 

sakit dan lain sevbagainya. Usaha devngan tingkat risikov 

tinggi jevnis pevrizinannya bevrusahanya adalah NIB dan 

izin yang harus disevtujui ovlevh 

kevmevntrian/levmbaga/pevmevrintah daevrah. 

5. Pevnevrbitan 

Sevtevlah dilakukan analisis risikov, tahap sevlanjutnya adalah 

pevnevrbitan izin. Pevnevrbitan pevrizinan bevrusaha bevrdasarkan hasil 

analisis tingkat risikov tevrhadap kevgiatan usaha. NIB untuk risikov 

revndah, NIB dan sevrtifikat standar untuk usaha devngan risiko v 



 
 

54 

 

mevnevngah revndah dan mevnevngah tinggi, sevrta NIB, sevrtifikat 

standar dan izin untuk risikov tinggi. 

6. Fasilitas 

Pevngajuan fasilitas bevrupa tax hovliday, tax allovwancev, 

pevmbevbasan beva masuk dan fasilitas lainnya kevpada pevlaku usaha 

yang evligiblev mevndapatkan fasilitas. 

7. Pevngawasan  

Mevkanismev tevrakhir adalh pevngawasan. Pevngawasan yang 

dilakukan mevliputi tata ruang, standar K3L, standar pevlaksanaan 

kevgiatan usaha, atau pevrsyaratan lain bevrdasarkan NSPK K/LK 

dan kevwajiban atas pevnyampaian lapovran dan/atau pevmanfaatan 

fasilitas pevnanaman movdal. Pevngawas dapat mevlakukan 

pevmbinaan, pevrbaikan dan pevmbevrhevntian pevlanggaran. 

Bevrdasarkan hal tevrsevbut, maka mevkanismev pevnye vlevnggaraan 

pevlayanan pevrizinan bevrusaha bevrbasis risikov di DPMPTSP Provvinsi Jambi 

juga sudah disevsuaikan devngan mevkanismev pevnevrbitan izin usaha bevrisikov 

dari pevmevrintah. Sevlain itu, pevndevlevgasian kevwevnangan pevrihal 

pevnye vlevnggaraan pevlayanan pevrizinan bevrusaha bevrbasis risikov kevpada 

DPMPTSP Provvinsi Jambi juga sudah disevsuaikan devngan pevraturan 

pevrundang-undangan yang bevrlaku. Hal ini mevnandakan bahwa sudah ada 

pevmbagian kevwevnangan yang jevlas antara pevmevrintah Provvinsi Jambi yaitu 

Gubevrnur devngan pihak DPMPTSP. Pevndevlevgasian atau pevlimpahan 

wevwevnang mevndovrovng tevrcapainya kevputusan yang levbih baik dalam 
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bevrbagai hal. Pevnyevlevsaian pevkevrjaan akan dapat dilakukan devngan levbih 

cevpat sevkiranya pevlimpahan wevwevnang tevrsevbut bevrjalan sevbagaimana 

mevstinya dan dibevrikan kevpada ovrang yang bevrtanggung jawab. 

 Pevndevlevgasian kevwevnangan mevmungkinkan suatu ovrganisasi 

mevnghasilkan kinevrja yang levbih evfevktif, sevhingga ovrganisasi tevrsevbut  dapat 

levbih baik dalam mevlakukan pevkevrjaan karevna bevban pevkevrjaan disalurkan 

sevcara mevrata dan tidak adak salah satu pihak yang tevrlalu di bevbankan pada 

banyak pevkevrjaan. 

B. Bentuk Kewenangan Dari DPMPTSP Dalam Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan 

Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 

 

Kevwevnangan mevrupakan hak mevnggunakan wevwevnang yang dimiliki 

sevovrang pevjabat atau institusi mevnurut kevtevntuan yang bevrlaku, devngan 

devmikian kevwevnangan juga mevnyangkut kovmpevtevnsi tindakan hukum yang 

dapat dilakukan mevnurut kaevdah-kaevdah fovrmal, jadi kevwevnangan 

mevrupakan kevkuasaan fovrmal yang dimiliki ovlevh pevjabat atau institusi. 

Sevbagaimana tevlah dijevlaskan sevbevlumnya bahwa DPMPTSP Provvinsi Jambi 

mevrupakan salah satu instansi pevmevrintah yang mevnevrima kevwevnangan dari 

Gubevrnur. Sumbevr kevwevnangan yang ditevrima ovlevh DPMPTSP Provvinsi 

Jambi adalah kevwevnangan devlevgasi yaitu kevwevnangan yang bevrasal dari 

pevlimpahan. 

Devlevgasi mevngevnai provsevdur pevlimpahannya bevrasal dari suatu ovrgan 

pevmevrintahan kevpada ovrgan pevmevrintahan yang lainnya devngan pevraturan 

pevrundang-undangan, devngan tanggung jawab dan tanggung gugat bevralih 
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kev devlevgataris. Pevmbevri devlevgasi tidak dapat mevnggunakan wevwevnang itu 

lagi, kevcuali sevtevlah ada pevncabutan devngan bevrpevgang devngan asas 

”covntrarius actus”. Artinya, sevtiap pevrubahan, pevncabutan suatu pevraturan 

pevlaksanaan pevrundang-undangan, dilakukan ovlevh pevjabat yang mevnevtapkan 

pevraturan dimaksud, dan dilakukan devngan pevraturan yang sevtaraf atau yang 

levbih tinggi. 

Salah satu kevwevnangan yang didevlevgasikan kevpada DPMPTSP 

Provvinsi Jambi adalah kevwevnangan tevrkait pevmbevrian pevrizinan bevrusaha 

bevrbasis risikov. Pevlimpahan kevwevnangan tevrkait pevmbevrian pevrizinan 

bevrusaha bevrbasis risikov kevpada DPMPTSP Provvinsi Jambi dilakukan 

sevtevlah pevmevrintah mevnevtapkan Undang-Undang Cipta Kevrja yang 

mevringkas sevluruh pevraturan pevrundang-undangan tevrkait pevrizinan. 

Sevlanjutnya pevmevrintah Provvinsi Jambi juga mevnevtapkan pevraturan gubevrnur 

sevbagai landasan pevlaksanaan pevmbevrian izin usaha bevrbasis risikov.  

Bevntuk kevwevnangan yang dimiliki ovlevh DPMPTSP Provvinsi Jambi 

tevrkait devngan pevnye vlevnggaraan pevlayanan pevrizinan bevrusaha bevrbasis 

risikov mevliputi pevrizinan bevrusaha bevrbasis risikov bevr KBLI sampai devngan 

novn pevrizinan. Sevlain itu, DPMPTSP Provvinsi Jambi juga mevmiliki bevbevrapa 

kevwajiban yang harus dipevnuhi dalam mevlaksanakan kevwevnangan tevrsevbut. 

Hal ini sevsuai hasil wawancara devngan staf bidang pevrizinan DPMPTSP 

Provvinsi Jambi yang mevnyatakan bahwa: 

Bevntuk kevwevnangannya ya tevrkait devngan pevrizinan itu, tevrmasuk izin 

bevrbasis risikov. Jadi kevwevnangan yang kita lakukan itu ya sevsuai 

devngan Pevraturan Gubevrnur Novmovr 31 tahun 2021 dan juga Pevraturan 

Pevmevrintah Novmovr 5 Tahun 2021. Sevcara ringkasnya kevwevnangan 
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yang dibevrikan itu tevrkait devngan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risikov 

bevr KBLI, novn KBLI dan no vn pevrizinan, levbih jevlasnya nanti bisa 

dilihat dari kevdua aturan itu.
77

 

 

Bevrdasarkan hasil wawancara tevrsevbut, maka  bevntuk kevwevnangan 

pevnye vlevnggaraan pevlayanan pevrizinan bevrusaha bevrbasis risiko v yang dimiliki 

ovlevh DPMPTSP Provvinsi Jambi disevsuiakan devngan pevraturan pevrundang-

undangan yang bevrlaku. Mevngacu dari aturan-aturan tevrsevbut, maka bevntuk 

kevwevnangan DPMPTSP Provvinsi Jambi dalam pevnye vlevnggaraan pevlayanan 

pevrizinan bevrusaha bevrbasis risikov bevrdasarkan Pevraturan Gubevrnur Jambi 

Novmovr 31 Tahun 2021 sevbagai bevrikut: 

1. Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risikov bevr KBLI 

Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risikov bevr KBLI dilaksanakan 

mevlalui OvSS yang dikevlo vla ovlevh Pevmevrintah Pusat sevsuai devngan 

kevtevntuan pevraturan pevrundang-undangan. 

2. Pevrizinan Bevrusaha Novn KBLI 

Pevrizinan Bevrusaha Novn KBLI mevrupakan 

pevrsyaratan/kevwajiban pevrizinan bevrusaha dalam mevnunjang 

kevgiatan usaha. 

3. Pevrizinan Novn bevrusaha Novn KBLI 

Pevrizinan novnbevrusaha novn KBLI mevrupakan pevrizinan 

yang pevlaksanaannya diatur dalam pevraturan pevrundangundangan 

diluar pevrizinan bevrusaha bevrbasis risikov. 
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4. Novnpevrizinan 

Novnpevrizinan dapat mevlalui sistevm yang difasilitasi ovlevh 

Pevmevrintah Pusat dan/atau Pevmevrintah Daevrah sevsuai standar 

yang ditevtapkan ovlevh Pevmevrintah Pusat. 

Pevlayanan Pevrizinan bevrusaha Bevrbasis Revsikov yang mevnjadi 

kevwevnangan DPMPTSP Provvinsi Jambi tevrdiri dari sevktovr: 

a. Pevrtanian; 

b. pevtevrnakan; 

c. pevrkevbunan; 

d. pevkevrjaan umum; 

e. kevsevhatan; 

f. pariwisata dan budaya; 

g. lingkungan hidup dan kevhutanan; 

h. pevrhubungan/transpovrtasi; 

i. pevrtambangan dan evnevrgi sumbevr daya minevral; 

j. pevrikanan dan kevlautan; 

k. sovsial; 

l. kevtevnagakevrjaan; 

m. pevrindustrian; 

n. pevrdagangan; 

o. pevndidikan; 

p. pevnevlitian daevrah; dan 

q. kovmunikasi dan infovrmatika. 

 

Dari sevluruh bevntuk kevwevnangan tevrsevbut, maka DPMPTSP Provvinsi 

Jambi mevmiliki kevwevnangan untuk mevnevrbitkan izin atas revkovmevndasi dari 

dinas tevrkait. Sevtevlah adanya revkovmevndasi tevrsevbut, maka DPMPTSP akan 

mevnevrbitkan izin kevpada badan usaha maupun pevrsevo vrangan yang 

mevngajukan pevrmovhovnan. sevlain itu, DPMPTSP juga mevmiliki kevwevnangan 

untuk mevlakukan pevngawasan tevrhadap usaha-usaha yang tevlah mevmpevrovlevh 

izin usaha bevrbasis risikov, dimana pevngawasan ini bevrtujuan untuk mevlihat 
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apakah masing-masing usaha tevlah mevlaksanakan kevgiatan sevsuai izin yang 

dibevrikan.  

Info vrmasi ini sevsuai hasil hasil wawancara devngan staf bidang 

pevrizinan DPMPTSP Provvinsi Jambi yang mevnyatakan bahwa: 

Jadi sevcara garis bevsarnya DPMPTSP itu mevmiliki kevwevnangan 

mevnevrbitkan izin, tevrmasuk izin bevrbasis risikov. Tapi izin ini akan 

dibevrikan sevsuai devngan revko vmevndasi dari dinas tevrkait. Misalnya 

usaha pevrtambangan pasir atau yang paling bevsar batu bara, itu harus 

ada revkovmevndasi dulu dari Dinas EvSDM. Jadi EvSDM ini juga 

mevlakukan pevmevriksaan, kevmudian di revkovmevndasikan kevpada 

DPMPTSP, kevmudian atas usulan tevrsevbut maka izin dibevrikan. Masa 

kevbevrlakuan izin ini bevrvariasi, ada yang sevlama usaha ada yang 2 

tahun, tevrgantung pada tingkat risikov.
78

 

 

Dari hasil wawancara tevrsevbut maka pevnulis mevnganalisa bahwa 

dalam mevnjalankan kevwevnangannya tevrkait devngan pevmbevrian izin usaha 

bevrbasis risikov, pihak DPMPTSP Provvinsi Jambi tevlah bevrkovovrdinasi devngan 

pihak-pihak tevrkait. Hal ini tevntu mevmpevrmudah dan mevnjadikan pevlayanan 

pevrizinan bevrusaha bevrbasis risikov mevnjadi levbih transparan dan akuntabevl. 

Sevlanjutnya dalam mevlaksanakan kevwevnangan tevrsevbut, maka DPMPTSP 

Provvinsi Jambi juga mevmiliki bevbevrapa kevwajiban. Adapun kevwajiban yang 

dimiliki ovlevh DPMPTSP tevrkait pevnevrbitan izin usaha bevrbasis risikov sevbagai 

bevrikut: 

1. mevnjamin kevlancaran pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis 

Risikov dan Novnpevrizinan kevpada masyarakat; 
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2. mevlakukan kovovrdinasi dan sinkrovnisasi devngan Pevrangkat Daevrah 

yang tevrkait devngan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risikov dan 

Novnpevrizinan yang baik yang pada saat dan pasca ditevrbitkan; 

3. mevnyusun Standar Ovpevrasiovnal Provsevdur untuk masing-masing 

Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risikov dan Novnpevrizinan sevrta 

mevmprovsevs pevnevtapannya sevsuai devngan kevtevntuan pevraturan 

pevrundangundangan; 

4. standar ovpevrasiovnal provsevdur Pevrizinan Bevrusaha bevrbasis Revsiko v 

dan Novnpevrizinan yang disusun sevsuai devngan pevrizinan yang 

ditevrbitkan ovlevh DPMPTSP; dan 

5. mevlapovrkan pevlaksanaan Pevrizinan dan Novnpevrizinan sevcara 

bevrkala dan/atau sevcara insidevntil kevpada Gubevrnur devngan 

tevmbusan kevpada Pevrangkat Daevrah yang tevrkait. 

Bevrdasarkan hal tevrsevbut, maka bevntuk kevwevnangan dari DPMPTSP 

dalam pevnyevlevnggaraan pevlayanan pevrizinan bevrusaha bevrbasis risikov tevlah 

ditevtapkan dalam pevraturan pevrundang-undangan, yaitu Pevraturan Gubevrnur 

Jambi Novmovr 31 Tahun 2021 tevntang Pevndevlevgasian Wevwevnang 

Pevnyevlevnggaraan Pevlayanan Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risikov dan 

Novnpevrizinan Kevpada Kevpala Dinas Pevnanaman Movdal dan Pevlayanan 

Tevrpadu Satu Pintu. 

Pevrmasalahannya adalah dalam Pevraturan Gubevrnur Jambi Novmovr 31 

Tahun 2021 bevlum mevngatur mevngevnai mevkanismev, provsevs dan pevrsyaratan 

pevnye vlevnggaraan Pevrizinan Bevrbasis Risikov di DPMPTSP, sevhingga 
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Pevraturan Gubevrnur Tevrsevbut tidak dapat dijadikan sevbagai pevdovman yang 

bevrkaitan devngan mevkanismev, provsevs dan pevrsyaratan dalam pevngurusan 

Pevrizinan Bevrbasis Revsikov. Apabila dikaitkan devngan asas dalam pevnevlitian 

evmpiris, sevharusnya mevkanismev, pro vsevs dan pevrsyaratan pevlayanan Pevrizinan 

Bevrbasis Revsikov juga diatur dalam Pevraturan Gubevrnur tevrsevbut, tevtapi 

dalam faktanya mevkanismev, provsevs dan pevrsyaratan pevlayanan Pevrizinan 

Bevrbasis Revsikov bevlum diatur dalam Pevraturan Gubevrnur Jambi Novmovr 31 

Tahun 2021. 

Pada dasarnya kovnsevp utama dari pevrubahan pevrizinan usaha mevnjadi 

izin usaha bevrbasis risikov adalah kevpevntingan untuk kevmudahan pevrizinan, 

pevngawasan atau standar yang levbih ringan. Pada provsevsnya devngan sevbisa 

mungkin: (i) mevngkatevgovrikan suatu kevgiatan usaha dalam revsikov revndah 

atau mevnevngah sevhingga tidak mevmevrlukan izin; (ii) mevnurunkan standar; 

dan (iii) mevnurunkan frevkuevnsi pevngawasan. Hal tevrsevbut bevrpovtevnsi tevrjadi 

dalam pro vsevs analisis dan pevnjevnjangan revsikov. Hal ini bukan bevrarti bahwa 

sevluruh kevgiatan atau usaha harus diawasi sevcara kevtat. Pevngawasan kevtat 

hanya dipevrlukan pada kevgiatan devngan risikov tinggi devngan mevmpevrhatikan 

kapasitas dan catatan kevpatuhan pevrusahaan. Artinya, pevngawasan bisa levbih 

lovnggar apabila pevrusahaannya patuh dan mevkanismev kovntrovl intevrnalnya 

baik. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bevrdasarkan hasil pevnevlitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Mevkanismev pevndevlevgasian wevwevnang pevnye vlevnggaraan pevlayanan 

Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risikov bevrdasarkan Pevraturan Gubevrnur 

Jambi Novmovr 31 Tahun 2021 dilakukan devngan tevrlevbih dahulu 

bevrpevdovman pada pevraturan pevrundang-undangan, sevlanjutnya gubevrnur 

Provvinsi Jambi mevndevlevgasikan povint-povint yang mevnjadi kevwevnangan 

dari kevpala DPMPTSP, sevrta mevnevtapkan kevwajiban dari DPMPTSP. 

Sevmevntara itu, mevkanismev pevnye vlevnggaraan pevlayanan Pevrizinan 

Bevrusaha Bevrbasis Risikov bevrdasarkan Pevraturan Gubevrnur Jambi 

Novmo vr 31 Tahun 2021 diawali devngan pevndaftaran, levgalitas, 

pevndataan, analisis risikov, pevnevrbitan, fasilitas dan pevngawasan. 

2. Bevntuk kevwevnangan dari DPMPTSP dalam pevnye vlevnggaraan pevlayanan 

Pevrizinan Bevrusaha Bevrbasis Risikov bevrdasarkan Pevraturan Gubevrnur 

Jambi Novmovr 31 Tahun 2021 mevrupakan kevwevnangan devlevgasi untuk 

mevnevrbitkan izin dan mevngawasi pevlaksanaan pevrizinan bevrbasis risikov 

bevr-KBLI, pevrizinan bevrusaha novn KBLI, sevrta pevrizinan novn bevrusaha. 

B. Saran  

1. Mevkanismev pevndevlevgasian kevwevnangan maupun pevnyevlevnggaraan 

pevrizinan bevrbasis risikov di Provvinsi Jambi diharapkan sevlalu 

bevrpevdovman pada pevraturan pevrundnag-undangan yang bevrlaku agar 

tevrlaksana pevrizinan yang transparan dan akuntabevl. 
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2. Dinas Pevnanaman Movdal dan Pevlayanan Tevrpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Provvinsi Jambi harus sevlalu mevnjalankan tugas dan 

tanggungjawab tevrkait devngan kevwevnangan yang dibevrikan, sevrta 

mevlakukan kovovrdinasi devngan pihak-pihak tevrkait agar pevnye vlevnggaraan 

pevrizinan bevrbasis risikov dapat bevrjalan devngan ovptimal. 
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